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INTISARI

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan pengelolan
potensi pendapatan asli daerah di kabupaten Mamuju yang ditinjau dari seg
kemampuan sumber daya aparat, prosedur pengelolaan, dan pelaksanaan Peraturan
Daerah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriftif, dimana
memberikan gambaran mengenai kemapuan pengelolaan potensi pendapatan asli
daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan dasar penelitian
vang digunakan adalah survei,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya aparat, prosedur
pengelolaan, dan pelaksanaan peraturan daerah belum berjalan sebagaimana mestinya,
Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi vang dicapai untuk lima tahun terakhir
yaitu 1995-2000 yang menunjukkan kesenjangan antara target dan ralisasi yang dicapai,
atau dengan kata lain bahwa realisasi yang dicapai tidak mencapai target yang
ditentukan . Hal ini disebabkan karena adanya beberapa masalah yang dihadapi, seperti
kualitas sumber daya dapat yang masih sangat rendah, prosedur, dan pelaksanaan
peraturan daerah,

Untuk dapat mengimbangi masalah yang dihadapi tersebut, maka Pemerintah
Kabupaten Mamuju perlu mengambil langkah-langkah atau upaya-upaya sedemikian
rupa untuk dapat meningkatkan pengelolan potensi pendapatan asli daerah yang
merupakan  salah  satu  pendukung pelaksanaan otonomi umtuk  membiayai
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
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BAB 1
PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian serta
defenisi operasional.

A. Latar Belakang

Setelah pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan di Daerah Nomor 5
Tahun 1974 lebih dan 25 tahun, oleh daerah lebih dirasakan menutup kesempatan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendini, dan berdasar aspirasi dan potensi masyarakat dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu membuat tidak berfungsinya secara
optimal peran dan tugas DPRD, baik sebagai badan Legislatif maupun sebagai
Lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal tersebut membuat daerah-daerah menuntut dilakukannya peninjauan
kembali serta pembaharuan Undang-undang pemerintahan daerah yang lebih
menekankan pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan demikian akan lebih
menjamin perkembangan demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah
dengan jalan memberdayakan DPRD sebagai Lembaga Legislatif daerah dan
mampu mengembangkan inisiatif serta check and balance dalam pelaksanaan

otonomi daerah.



Pada pelaksanaan Sidang Istimewa MPR tahun 1998 telah melahirkan
Ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 yang mengatur tentang
penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut ketetapan ini daerah diberi kewenangan
yang luas nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang
diwujudkan dengan pengaturan pembagian pemanfaatan sumber daya nasional
yang berkeadilan serta pembagian keuanpan pusat dan daerah. Disamping itu
penyelenggaran otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip
demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah,

Sebagai tindak lanjut dari ketetapan tersebut, maka dalam sidang DPR
tahun 1998/1999 lebih mengutamakan serta memprioritaskan pembentukan
Undang-undang sebagaimana yang diamanatkan oleh Sidang Istimewa MPR yaitn
penyusunan materi undang-undang politik termasuk undang-undang pemerintahan
daerah. Dan sidang tersebut melahirkan Undang-undang Otonomi Daerah yaitu
MNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor
25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Hal yang sangat mendasar dalam Undang-undang Otonomi Daerah yang
baru tersebut adalah pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan
kreatifitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta
meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah

Kewenangan dalam undang-undang tersebut meletakkan otonomi daerah
secara utuh, kecuali kewenangan-kewenangan yang tetap melekat pada pemerintah

pusat. Kabupaten dan Kota mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk



membentuk dan melaksanakan kebijakan dan ketetapan menurut prakarsa maupun
aspirasi masyarakat setempat,

Salah satu tolok ukur kemampuan suatu Daerah menyelenggarakan tugas-
tugas otonominya serta luasnya kewenangan yang akan dilaksanakan adalah
kemampuan dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan
merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan Daerah dalam
melaksanakan otonominya, ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah
tangganya, Daerah membutuhkan dana atau uang,

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamudji dalam Josef
Riwu Kaho, MPA, (1997:125), menegaskan bahwa:

“Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan

efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan

dan pembangunan .... Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu
dasar kritena untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam

mengurus rumah tangganya sendiri”, V

Dari pendapat tersebut terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya, Daerah membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya yang
cukup, maka bukan saja fidak mungkin bagi Daerah untuk dapat
menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam
mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga cin pokok dan mendasar dari
suatu daerah otonom menjadi hilang,

Untuk itu, guna menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab, diperlukan keuangan dan kemampuan menggali sumber-



sumber keuangan sendiri yang didukung pula oleh pembagian keuangan antara
pusat dan daerah, |

Dengan demikian luasnya kewenangan pemerintah daerah otonom dalam
penyelenggaraan pemerintahan  daerah, maka kemampuan daerah dalam
mengelolah sumber-sumber daya yang dimiliki dituntut semakin besar pula.
Sehingga dapat membiayai keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,

Daerah Kabupaten Mamuju sebagai salah satu daerah kabupaten yang akan
melaksankan otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tidak
terlepas dari tuntutan tersebut. untuk itu, maka perlu dilakukan penelitian atau
pengkajian terhadap kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki
guna untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari
target yang ditetapkan setiap tahunnya. Dengan demikian akan tergambar besarnya
Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah dalam mendukung dan
membiayai penyelenggaraan pemerintahan didaerah selama ini.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk mengakaiji
dan meneliti kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju dalam
rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung
Jawab, dan penulis memilih judul “KEMAMPUAN PENGELOLAAN POTENSI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU™,



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka masalah yang akan
diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kemampuan Aparat dalam mengelolah sumber Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Mamuju,
2. Bagaimanakah prosedur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten
Mamuju
3. Bagimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
a, Untuk mengetahui kemampuan Aparat dalam mengelolah sumber
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju
b. Untuk mengetahui Prosedur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Mamuju
¢. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju.
2. Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian diharap dapat berguna untuk :
a, Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya

dan ilmu pemenintahan pada khususnya.



b. Dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi pemerintah daerah
tentang kemampuan Pendapatan Asli Daerah yang dapat menunjang
pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Mamuju.

c. Menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam upaya

meningkatkan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

D. Kerangka Konseptual

Pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada daerah
Kabupaten dan daerah Kota yang didasarkan kepada asas desentralisasi dalam
wujud otonomi luas, nyata dan bertangpung jawab. Dengan demikian daerah
diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masyarakat,

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi tersebut, maka salah satu
faktor yang harus mendukung adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dengan PAD tersebut daerah akan membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakatnya.
Untuk itu, maka daerah dituntut mampu menggali seluruh potensi yang dimiliki
guna mendukung penyelenggaraan otonominya.

Keberhasilan dalam pengelolaan potensi pendapatan asli daerah adalah tidak
terlepas dari kemampuan sumber daya aparat, prosedur pelaksanaan atau aspek
administrasi serta aspek hukum berupa Peraturan Daerah sebagai landasan hukum

dalam pemungutan pendapatan asli daerah. Aspek tersebut tentunya akan



berpengaruh dalam hal realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari target yang
ditetapkan pada setiap tahun anggaran,

Dari uraian tersebut diatas, maka untuk lebih jelasnya dapat digambarkan
kerangka konseptual sebagai berikut :

Kemampuan
. Aparat ﬁ
Pengelolaan . Pelaksanaan
Potensi PAD [, frosedur | | Penerimasn Otonomi
Kab. Mamuju Pengelolaan PAD PAD Daerah

- Pelaksanaan __T

Peraturan Daerah

E. Metodologi Penelitian

Dalam penehitian penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe dan tehnik penelitian
Dalam penelitian penulis mengacu pada tehnik penelitian survei dengan tipe
penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang
memberikan gambaran tentang kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam
menunjang pelaksanaan otonomi di Kabupaten Mamuju.

2. Lokasi Penelitan
Mengacu kepada judul dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian akan

dilaksanakan pada Daerah Kabupaten Mamuju.



te
3. Populasi dan Sampel <~ﬁ !

a. Populasi "H,\
N

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh [Instani Pengel;:llah

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri Dinas Pendapatan Daerah, Dinas
Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Tata Ruang, Dinas Kebersihan, Dinas
LLAJR, Dinas PUD, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas
Perikanan, Dinas Parawisata, Bagian Pemerintahan, dan Bagian
Keuvangan Kabupaten Mamuju.
b. Sampel

Tekmk penankan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
“Purposive sampling” yaitu dengan memilih aparat yang terlibat langsung
dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk itu, responden dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Pendapatan Daerah : 28 Orang
2. Dinas Kesehatan ;1 0Orang
3. Dinas Kebersihan . 1 Orang
4, Dinas Tata Ruang :  1Omang
5. Dinas PUD . 1 Orang
6. Dinas Peternakan 1 1 Orang
7. Dinas LLAJ : 1 Orang
8. Dinas Parawisata - 1 Orang
9. Bagian Pemerintahan . 10Orang
10. Bagian Keuangan : 1 Orang

Jumlah : 37 Orang



Untuk menjamin terpenuhinya data yang diperlukan dalam penelitian

ini, maka dipilih informan yang terdiri dari Bupati Kabupaten Mamuju,
- = i i E— e e —

Sekwilda, Para Kepala Dinas Pengelolah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah,

e i i

Kabag Pemerintahan, Kabag Keuangan, dan Aparat yang terlibat langsung

dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan

beberapa tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan yaitu menelulsu:i karya-karya ilmiah para sarjana,
literatur-literatur, laporan-laporan, dan peraturan perundanp-undangan
yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

b. Observasi langsung yaitu suatu tehnik pengumpulan data dimana penulis
langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mengumpulkan
data dan informasi yang dibutuhkan yang menyangkut obyek penelitian.

c. Wawancara, yaitu tekhik yang dilakukan dengan melakukan wawancara
kepada informan untuk memperoleh informasi guna melengkapi data yang
belum terjaring.

d. Kuesioner, yaitu berupa daftar pertanyaan yang diedarkan kepada

responden untuk dijawab sesuai dengan sasaran penelitian.
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5. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dan responden ataupun
informan yang telah dipilih dengan menggunakan kuesioner, wawancara,
dan observasi vang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan
beberapa dokumen dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan
masalah penelitian ini.

6. Analisa Data
Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitan ini adalah
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif
mengenal kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan
otonomi daerah di Kabupaten Mamuju.
F. Defenisi Operasional
1. Kemampuan Sumber Daya Aparat adalah kemampaun dalam menggali dan
mengelola potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam upava meningkatkan
penerimaan kevangan daerah.

Indikatornya adalah :

- Tingkat pendidikan formal

- Pendidikan non formal

- Masa kerja dan

- Pangkat/golongan.



11

2. Aspek hukum adalah yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah.
Indikatornya adalah :
- Peraturan Daerah
- Pemahaman Terhadap Peraturan Daerah
- Penerapan Peraturan Daerah
3. Prosedur Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah adalah mekanisme  yang
digunakan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang mencakup beberapa
kegiatan.
Indikatornya adalsh terdin dan :
- Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi
- Pendataan
- Penetapan
- Penyetoran
- Pembukuan dan Pelaporan

- Penagihan
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BAB IT
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan beberapa pendapat oleh para ahli yang berkaitan
dengan penelitian ini. Pendapat tersebut menyangkut tentang Pengertian Pengelolaan,
Pengertian Daerah Otonom, Pengertian Otonomi Daerah, Pengertian Pajak Daerah,
Pengertian Retnibusi Daerah, Sumber Penerimaan Pendapatan Daerah, Landasan
Hukum Pemungutan Pajak, Prinsip-prinsip Ctonomi Daerah, dan Perangkat Daerah
Otonom.

A. Pengertian-Pengertian
1. Pengelolaan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994:470) memberikan
pengertian Pengelolaan sebagai berilout -

“ (1) Proses, cara, perbuatan mengelolah, (2) Proses melakukan kegiatan

tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, (3) Proses yang

membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan (4)

Proses vang mtmbtnkﬂupcngawasan pada semua hgl zjwmg terlibat

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan™,

Sedangkan menurut JWayong (1986:122) pengertian Pengelolaan
adalah “Serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,
petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan”. *

Kematan pengelolaan pada pennsipnya tidak terlepas dan kegiatan
manajemen. Untuk itu, menurwt G.R.Temry dalam Drs.Soewarno Handaya-

ningrat { 1996:20) memberikan defenisi Manajemen sebagai berikut
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“Suatu  proses yang membeda-bedakan atas;  perencanaan,
pengorganisasian, pengerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan

memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan

vang telah ditetapkan sebelumnya”, *

Dan ketiga pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
pengertian pengelolaan adalah suatu kepiatan yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan yang melibatkan seluruh unsur
yang ada dalam suatu organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya.

2. Daerah Otonom

Dalam Undang-Undang N{:mur. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah bahwa yang dimaksudkan dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut
Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah
tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Otonomi Daerah

Prof. Soepomo dalam Prof H Rozali Abdullah, $.H (2000:11) menyatakan

bahwa :
“Otonomi Daerah adalah sebagai prinsip yang berarti menghormati
kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri,
dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai histroris dan sifat
khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain” ¥
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah pada pasal 1 hurof (h) bahwa :
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“Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan™ *

Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarka kepada asas
desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan pemenntahan yvang mencakup kewenangan semua bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negen, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang
lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu,
keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam
penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi.

Yang dimaksudkan otonomi nyata adalah keleluasman daerah untuk
menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara
nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan otonomi yang bertanggung jawab
adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi
pemberian hak dan kewenangan kepada dacrah dalam wujud tugas dan
kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian
otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang

semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan,



serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara

Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

4. Pajak Daerah
Pajak Daerah merupakan sumber keuangan pokok Daerah di samping
Retribusi Daerah. Pengertian pajak secara umum telah banyak dikemukan oleh
para ahli, pendapat tersebut diantaranya dikemukakan sebagai berikut -
Pengertian pajak menurut Rochmad Sumitro dalam Drs.Josef Riwu
Kaho, MPA. (1997: 129) adaiah -

“luran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor
partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie)
untuk membiayai pengeluaran umum (publike uitgaven), dan yang
digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan
yang ada di luar bidang keuangan®,”

Pendapat mi kemudian disempurnakan kembali oleh ahli yang sama
sehapai berikout :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dan pihak rakyat kepada Kas Negara

untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk

publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public
investmen”®
Pendapat lain yang dikemukakan oleh Soemohamidjojo dalam Josep
Rihu Kaho (1997:130), sebagai benkut:
“Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya
produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan
umum”,

Sommerfeld dalam Hadi Setia Tunggal, S.H. (1991:1) menyatakan :
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“Pajak sebagai suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan
dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa
mendapatkan suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar
pemerintah  dapat melaksanakan  tugas-tugasnya  menjalankan
pemerintahan™,'%

Prof. 5.1 Djojodiningrat dalam Hadi Setia Tunggal, SH., (1991:2)

memberikan pengertian :

“Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari
kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,

menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan

tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara
kesejahteraan umum™.'"

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
pajak adalah suatu kewajiban masyarakat yang harus diserahkan kepada
negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung, guna penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan,

Dari pendapat tersebut di atas juga terlihat bahwa ciri mendasar dan
pajak adalah :

a Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau
peraturan hukum lainnya;

b. Pajak dipungut tanpa adanya konira prestasi yang secara langsung dapat
ditunjuk;

¢. Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran negara dan
sisanya apabila masih ada digunakan untuk investasi
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d Pajak disamping sebagai sumber keuangan Negara (budgetair), juga
berfungsi sebagai pengatur (regulair),
Selanjutnya Rochmad Sumitro dalam Josep Rihu Kaho (1997:129)
merumuskan bahwa yang dimaksud pajak daerah adalah : “Pajak yang
dipungut oleh Daerah-Daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja,
Kabupaten dan sebagainya™ '?
Pajak Daerah menurut Prof’ Dr Ateng Syafrudin, 5.H (1993:182) adalah :
“Pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk
pembiayaan rumah tangga sebagai badan hukum publik”, '
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak Daerah adalah
pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah untuk dipungut berdasarkan
peraturan  perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai
pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik.
Sedangkan ciri-ciri yang menyertai pajak Daerah adalah sebagai berikut:
a. Pajak Daerah berasal dari pajak Megara vang diserahkan kepada Daerah
sebagai pajak Daerah

b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang

c. Pajak Daerah dipungut oleh Daerah berdasarkan kekuatan undang-undang
dan/atau peraturan hukum lainnya;

d. Hasil pungutan pajak Daerah dipergunaken wuntuk membiayai
penyelenggaraan  urusan-urusan rumah tangga Daerah atay  untuk
membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik.
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5. Retribusi Daerah

Sumber Pendapatan Daerah vang penting lainnya adalah Retribusi
Daerah. Pengertian retribusi secara umum dikemukakan oleh Josep Riwu Kaho,
MPA (1997:153) :

“Pembayaran-pembayaran kepada Negara vang dilakukan oleh mereka

yang menggunakan jasa-jasa Negara. Atau merupakan, . . . juran kepada

Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat

ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak

merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. '

Sedangkan pengertian Retribusi Daerah menurut Paniti Nasrun dalam
Josef Riwu Kaho, MPA (1997:153) adalah :

“Pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena

memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan

umum, atau karena jasa j‘ilr--.eu:g diberikan oleh Daerah baik langsung
maupun tidak langsung”, '

Prof. Dr. Ateng Syafruddin S.H (1993:183) menyvatakan Retribusi
Daerah adalah “Pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau
karenamemperoleh jasa pekerjaannya, wusaha ataw milik Daerah bagi
kepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah™ '

Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Hadi Setia Tunggal S.H
(1999:4) bahwa yang dimaksud dengan Retribusi adalah “luran kepada
Pemerintah yang dapat dipaksakan (secara ekonomis) dengan suatu jasa balik
langsung yang dapat ||:I."ll'|.lll_1'1.lie|:.”'”l:|

S. Munawir (1990:513) Retribusi adalah “luran kepada Pemerintah yang

dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini
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bersifat ckonomis karena siapa saja vang tidak merasakan jasa balik dar
Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu”,"™
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
Retribusi Daerah adalah Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap
masyarakat atas jasa yang digunakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan
yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemenntahan dan pembangunan,
Sedangkan ciri dari Retribusi adalah :
1. Retnbusi dipungut oleh Negara
2. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi vang secara langsung dapat ditunjuk
4, Retnibusi dapat dikenakan pada setiap badan/orang yang menggunakan jasa-

jasa yang disiapkan oleh negara.

B. Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Momor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, maka Sumber pendapatan Daerah untuk membiayai APBD terdin dari :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Dana Perimbangan
¢. Pinjaman Daerah
d. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah



c. Hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan,
d. Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah yang dipisahkan.
Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, yang termasuk jenis Pajak Daerah Kabupaten terdin dari ;
a. Pajak Hotel dan Restoran
b. Pajak Hiburan
c. Pajak Reklame
d. Rajak Penerangan Jalan
e. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
f Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Sedangkan Objek dan golongan Retribusi Daerah terdin dari :
a. Jasa Umum
b. Jasa Usaha
¢. Perizinan Tertentu.

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemenntah Daerah
dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut
pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa
tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa

Usaha, dan Perizinan Tertentu.
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Jasa Umum, antara lain, pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan.
Yang tidak termasuk Jasa Umum adalah Jasa urusan umum pemerintahan.

Jasa Usaha antara lain penyewaan aset yang dimiliki‘dikuasai oleh
Pemerintah Daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan
tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.

Mengingat fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan,
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin
oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi, Akan tetapi untuk
melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah Daerah mungkin masth kekurangan
biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah,
sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu
yang dapat dipungut retribusi, antara lain, Izin Mendirikan Bangunan, Izin
Peruntukan Penggunaan Tanah. Pengajuan Izin tertentu oleh Badan Usaha Milik
Negara atau badan-badan tersebut merupakan kekayaan negara atau kekayaan
daerah yang telah dipisahkan Pengajuan izin oleh Pemerintah baik Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi Perizinan tertentu.
Retribusi dibagi atas tiga golongan :

a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha;,

¢,  Retribusi Perizinan Tertentu.



22

Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum,
Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Penetapan jenis-jenis Retribusi jasa Umum dan Jasa Usaha dengan
Peraturan Pemerimah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya,
schingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan
kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Penetapan jenis-jenis Retribusi
Perizinan Tertentu dengan Peraturan Pemerintah karena perizinan tersebut
walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, tetap memerlukan
koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait Sebagai contoh, Izin Mendirikan
Bangunan memerlukan koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum dan

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Landasan Hukum Pemungutan Pajak
Landasan pemungutan Pajak Daerah menurut Hadi Setia Tunggal, SH.
(1999:5) adalah :

a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah

¢. Peraturan Pemerintah Republik Indenesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Keputusan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 1997
Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

e. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksanaan di Bidang Pajak Daerah

f Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur
Pengeshan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Keputusap Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 Tentang Kriteria
Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pencabutan

geratull;ath?atmh Tingkat [ dan Tingkat II Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
aerah.™

Sedangkan yang menjadi landasan hukum pemungutan Retribusi Daerah

adalah:

i

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retnbusi Daerah

Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi
Daerah

Keputusan Mentri Dalam MNegeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur
Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 Tentang Kriteria
Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Cara
Pemungutan Retribusi Dacrah.

Keputusan Menteri Dalam MNegeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Cara

Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
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Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahu 1998 Tentang Pencabutan

Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat Il Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

D. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

disebutkan bahwa pemberian otonomi mempunyai prinsip-prinsip :

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
Demokrasi, Keadilan, Pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan
bertangpung jawab.

Pelaksanaan Otonomi Daerah vang luas dan utuh diletakkan pada Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Otonomi Daerah Provinsi merupakan
otonomi yang terbatas.

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesual dengan konstitusi negara sehingga
tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah.
Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah
Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada
lagi Wilayah Administrasi.

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi
badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun

fungsi anpggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
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7. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam
kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan
pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubemur sebagai wakil
Pemerintah.

8. Pelaksanaan atas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah
dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan
prasarana, serfa sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan

pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

E. Perangkat Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenintahan
Daerah, setiap Daerah, baik Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten maupun Daerah

Kota, dilengkap dengan Perangkat Daerah yang terdiri dan :

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Provinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan
pimpinan DPRD dari PNS yang memenuhi syarat, sedangkan Sekretaris
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, diangkat oleh Bupati atan Walikota atas
persetujuan pimpinan DPRD dari PNS yang memenuhi syarat. Sekretaris
Daerah Provinsi karena jabatannya merangkap sebagai Sekretaris Wilayah
Administratif. Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah
dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas,
lembaga teknis dan unit pelaksanaan lainnya. Dalam pe]aks_anaau tugasnya

Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
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2. Dinas Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin
oleh scorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala Daerah dari PNS yang
memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya
Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah. Sedangkan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh
Pemerintah Pusat kepada Gubemnur selaku wakil Pemerintah Pusat dalam
rangka dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.

Instansi Vertikal sebagai perangkat departemen atau lembaga non
departemen di daerah bertugas menyelenggarakan bidang pemerintahan yang
menjadi wewenang Pemerintah Pusat yaitu :

1. Kewenangan dalam bidang politik luar negen;
2. Kewenangan dalam bidang Pertahan keamanan;
3. Kewenangan dalam bidang peradilan;

4. Kewenangan dalam bidang moneter dan fiskal;
5. Kewenanpan dalam bidang agama,

6. Kewenangan dalam bidang lainnya.

Instansi vertikal yang ada di Daerah selama ini selain yang menangani
bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal serta
agama dirubah statusnya menjadi perangkat Daerah dan semua kekayaannya

dialihkan menjadi milik Daerah.
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3. Lembaga Teknis Daerah

Di Daerah dapat dibentuk Lembaga Teknis sebagai perangkat Daerah,
seperti Badan Penslitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan, Lembaga
Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Badan-Badan lain yang
dibentuk sesuai dengan kebutuhan Daerah yang berangkutan,

Disamping perangkat Daerah yang telah dikemukakan diatas, ada lagi
perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yaitu Kecamatan dan
Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan. Kecamatan sebagai wilayah kerja
Camat dibentuk dengan Peraturan Daerah dan dipimpin oleh Kepala
Kecamatan yang disebut Camat. Camat diangkat oleh Bupati atau Walikota
atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat.
Dalam melaksanakan sebagian wewenang pemerintah yang dilimpahkan oleh
Bupat atau Walikota, Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.

Lebih lanjut ditentukan bahwa pembentukan Kelurahan sebagai
perangkat Kecamatan  ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kelurahan
dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah. Lurah diangkat oleh
Bupati atau Walikota dari PNS yang memenuhi syarat. Lurah bertanggung
jawab kepada Camat dalam menjalankan scbagian kewenangan pemerintah
yang dilimpahkan oleh Camat kepadanya.

Mengenai susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat, sedangkan formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah ditetapkan
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dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat Pembentukan, susunan organisasi, formasi dan
tatalaksana Instansi Vertikal ditetapkan dengan Keputusan Presiden,
Disamping perangkat Daerah yang telah dikemukakan diatas, dapat
pula dibentuk satuan Polisi Pamong Praja, yang bertugas menjaga ketentraman
umum, serta menegakkan Peraturan Daerah. Susunan organisasi, formasi,
kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan kewajiban Polisi pamong Praja
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Pemeritah Pusat.



BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang pambaran umum lokasi penelitian yang
terdiri dari Keadaan Geografis, Kependudukan, Prasarana dan Sarana Ekonomi,
Kondisi Ekonomi, dan Potensi Sumber Daya Alam.

A. Keadaan Geografis
1. Letak dan Batas Wilayah
Kabupaten Mamuju merupakan salah satu dari 23 KabupatenKota di
Sulawesi Selatan berada pada bagian Barat Pulau Sulawesi yang terletak pada
posisi 07 52° 110 —2°54 52" LS dan 11° 54 47 - 13°5 35 BT dengan batas
wilayah:.
Sebelah Utara  : Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah
Sebelah Timur  : Kabupaten Luwu
Sebelah Selatan  ; Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa
dan Kabupaten Tanah Toraja. -
Sebelah Barat  : Selat Makassar
2. Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan
Luas Daerah Kabupaten Mamuju adalah 1.105.781 Ha. Pada tahun 1999
secara administrasi Pemerintahan terbagi atas 12 Kecamatan Deferutif, dan
terdiri dari 112 Desa, 8§ Kelurahan, serta 12 unit Pemukiman Transmigrasi.

Kabupaten Mamuju merupakan Kabupaten kedua terluas atau 17,73 % di

Propinsi Sulawesi Selatan, dengan jarak + 455 Km dari Kota Makassar,
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3. Ketinggian dan Kemiringan Lahan
Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi antara 0 —
1.500 M dari permukaan laut, yaitu (0-49 M): (196.654 Ha 90.8 %) (50 — 99
M) : 126.580 Ha (11.45 %): (100 — 499 M) : 178.130 Ha (16,11 %) dari lebih
1500 M:103.340 Ha (9,35 %). Selanjutnya berdasarkan kemiringan lahan,
rinciannya disajikan pada tabel 1

Tabel 1 : Keadaan Wilayah Berdasarkan Lereng di Kabupaten Mamuju

Lereng Kriteria Luas (Ha) | Persentase
(%) (%)
0-3 Datar hingga hampir landai 239,284 21,64
3-15 Landai sampai berombak 76.186 6,89

15-40 Bergelombak sampai berbukit 144.399 13,06
=40 Bergunung sampai curam 645912 58,00
Jumlah 1,105,781 100,00

Sumber; Olahan Data Sekunder 2001
4. Iklim dan Curah Hujan |
Kabupaten Mamuju berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson
(1951) beriklim tropis type : A, B1, Cl, C2, DI dan El. Temperatur rata-rata
harian berkisar antara 20" C sampai 34" C, terendah pada pagi hari pukul 06.00
—07.00 dan tertinggi pada siang hari pukul 13.00 - 14.00.
Curah hujan berkisar antara 2.000 sampai lebih dan 4.000 mm/tahun,

sedangkan hari hujan bervariasi antara 100 sampai dengan 160 hari hujan/tahun.
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Secara hidrologis di daerah ini terdapat banyak sungai dan anak sungai
yang panjangnya bervariasi. Keberadaan sungai-sungai tersebut sesuai dengan
kondisi geografi dan tofografi daerah, yang dapat dimanfaatkan sebagai

pengatur suhu, sumber PLTA dan pengairan. Rincian data curah hujan dan hari

dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 : Kincian Data Curah Hujan dan Han di Kabupaten Mamuju
No Bulan 1997 1998 1999

Curah | Han | Curah | Hari | Curah | Hari

1. | Januan 691 17 224 9 435 10
2. | Pebruan 251 12 185 8 176 11
3. | Maret 208 11 226 12 165 1G
4. | April 438 12 230 11 163 10
5. | Me 379 & 239 13 174 11
6. | Juni 43 5 454 14 84 12
7 [ Juli 13 3 368 15 173 10
8. | Agustus 0 ] 385 15 9 2
9, | September 0 265 12 280 10
10. | Oktober 22 2 249 15 479 17
11. | Nopember 372 13 635 19 258 11
12. | Desember 13 16 75 8 147 ]

Sumber: Olahan Data Sekunder, 2001
B. Kependudukan
1. Penduduk
Pendudukan selain sebagai subyek juga sekaligus menjadi obyek dari
semua bidang pembangunan. Oleh karenanya aspek kependudukan harus selalu

menjadi pertimbangan utama dalam setiap perencanaan pembangunan. Uniuk
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itu diperlukan informasi data penduduk yang mutakhir baik informasi mengenai

kuantitas, komposisi, sebaran dan perkembangannya.

Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju tahun 1999 tercatat sebanyak

292.087 jiwa terdiri dari laki-laki 151.235 jiwa dan wanita 140,852 jiwa dengan

rata-rata kenaikan sebesar 3,04 % ftahun. Penduduk tersebut tersebar pada dua

belas kecamatan defenitif. Jumlah penduduk terbanyak adalah di Kecamatan

Pasang Kayu, vaitu 52,215 jiwa, kemudian Kecamatan Kalukku sebanyak

39.724 jiwa, sedangkan yang terkecil adalah di Kecamatan Topovo hanya

sebesar 11.592 jiwa atau hanya 0,11%, sedangkan kerapatan rata-rata yaitu 25

jiwa/Km® dengan bervariasi antara 5 jiwaKm® di Topoyo dan yang tertinggi

kepadatan penduduknya di Kecamatan Mamuju yaitu 149 jiwau"]{mz.

Perincian mengenai luas daerah, jumlah penduduk dan kerapatan/Km®

disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3; Luas, Jumlah Penduduk dan Kerapatan di Kabupaten Mamuju

Luas Jumlah Pria Wanita | Kerapa-
N e (Km") | Penduduk tan/Km’
1. | Tapalang 631.25 15.101 9.618 9.483 30
2. | Mamuju 60.93 38.870 19.44] 19.479 149
3. | Kalukku 582,36 39.724 20.796 18,928 68
4. | Papalang 16043 | 15224 7835 | 7.389 95
5. | Sampaga 95.94 13347 | 7192 | 6155 139
6. | Pangale 232,52 12.637 6.282 6.355 54
7. | Kalumpang 3.196.88 20.587 10.353 10.234 6
3. |Budong-Budong | 1.240.56 | 28.042 | 14548 | 13494 | 23
9. | Topoyo 469.10 | 11592 | 5971 | 5621 25
10, | Karossa 1.144.09 20.761 10,964 9,797 18
11. | Pasang Kayu 2.604.94 52.215 27.996 24219 20
12. | Bambalamotu 438.81 19.987 10239 | 9748 46
Jumiah 11.057.81 | 292.087 151.235 | 140,852 24

Sumber - Olahan Data Sekunder, 2001
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Sedangkan jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 4

berikut ini:

Tabel 4: Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Mamuju

Kelas Umur ; Jmnlah Penduduk (jiwa) Persentase
Laki-Laki | Perempuan Total (%)
0-14 58.219 53.830 112.049 41,84
14-59 72984 70,322 143.306 53,51
=55 7.589 4,882 12.471 4,65
Jumlah 138.792 129.034 267.829 100,00

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2001

Jumlah penduduk produknf, yaitu yang berumur 14 — 15 tahun adalah

143,306 jiwa atau + 5351 % dan ini merupakan potensi yang dapat

dimanfaatkan dalam melaksanakan berbagai pembangunan.

. Pendidikan

Pembangunan bidan pendidikan sangat penting sebagai upaya untuk

meningkatkan mutu sumber daya manusia. Indikator penting dalam mengukur

sektor pendidikan, yaitu tingkat partisipasi sekolah, jumlah murid yang

ditamatkan serta prasarana pendidikan

a. Tingkat Partisipasi Pendidikan

Persentase golongan umur 7-12 tahun yang masuk sekola merupakan

indikator

keberhasilan

partisipasi sekolah berdasarkan umur 7-24 tahun adalah sebagai berikut:

pembangunan  dibidang pendidikan. Angka
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Kelompok Umur 1997 1999
7-12 81,3 % 85,6 %
13-15 60,2 % 63,2 %
16-18 40,1 % 413 %
19-24 12,6 % 12,6 %

Sumber: Olahan Data Sekunder, 2001

b. Prasarana dan Sarana Pendidikan

Jumiah sarana pendidikan mulai TK, SD, SLT, SLTA sampai

Perguruan Tinggi (PT) sudah tersedia baik yang disediakan oleh Pemerintah

maupun Swasta, yaitu 24 buah, SD 285 buah, SLTP 25 buah, SLTA 7 buah

dan PT 2 buah.

Terdapat suatu kecenderungan umum bahwa setelah tamat SLTA

mereka masuk kursus atau akademi dengan jangka pendidikan lebih cepat

untuk bisa masuk angkatan kerja. Dalam jangka panjang penyediaan sarana

dan prasarana untuk kursus dan akademi ini harus mendapat perhatian yang

memadai.
3. Sosial dan Budaya
a. Finis dan Suku Bangsa

Penduduk Kabupaten Mamuju terdiri dari etnis local, yaitu Mandar,

Bugis, Makassar dan Toraja juga etnis dari luar Sulawesi Selatan seperti

Jawa, Madura, Sunda, Lombok, Maluku, Manado dan lainnya. Keberadaan
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penduduk luar Sulawesi Selatan tersebut erat kaitannya dengan program
transmigrasi sejak tahun 1960-an, hal ini merupakan perwujudan dari ke
Bhineka Tunggal Tka bangsa kita vang sudah berjalan baik dan berkembang.

Yang perlu dikembangkan lagi disamping keragaman etnis budaya
masyarakat adalah proses assimilasi dapat berjalan dengan lancar pada
semua aspek kehidupan, hal ini akan meningkatkan rasa kebersamaan
berbangsa dan bernepara.
. Agama dan Kepercayaan

Agama Islam merupakan agama yang paling besar pemeluknya,
kemudian agama Protestan, Hindu, Katholik dan Budha dengan penyebaran:
Islam 85,3 %, Protestan 9.3 %, Hindu 4.3 %, Katholik 3,9% dan Budha
0,1 %.
. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sesuai informasi yang diperoleh dari pejabat Pemerintah Daerah
maupun tokoh formal dan informal masyarakat bahwa kondisi ketentraman
dan ketertiban masyarakat cukup tinggi, hal ini terlihat dalam peran serta
masyarakat atau siskamling dan pelaksanaan gotong royong untuk berbagai
kegiatan sosial,

Dimasa mendatang hal ini perlu ditingkatkan untuk mendukung
aktifitas dan berbagai kegiatan investor PMDN dan PMA dimana aspek
sosial dan budaya harus mendapatkan perhafian yang serius, agar akses

sosial dan budaya negatif yang mungkin terjadi secara dini dapat terdeteksi.
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C. Kondisi Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju selama periode 1994-1996
mengalami pertumbuhan yang cukup baik walaupun ada sedikit penurunan yaitu
dari rata-rata 15,22 % menjadi 10,2 % berdasarkan harga yang berlaku, angka ini
sedikit diatas pertumbuhan rata-rata Sulawesi Selatan yang mencapai 8, 3 %.

Selama periode tersebut penurunan pertumbuhan sektor pertanian dan jasa,
masing-masing 63,62 % dan 6,83 % menjadi 61,59 % dan 6,60 % sedangkan sektor
yang mengalami kenaikan adalah sektor industr pengolahan, pertambangan dan
palian serta, gas dan air masing-masing sebesar 32,4 %, 12,5 % dan 10 %. Sektor
perdagangan dan keuangan kenaikannya relaitif kecil yaitu kurang dan 5 %.

Struktur ekonomi Kabupaten Mamuju masih tetap didominasi oleh sektor
pertanian, industri pengolahan, jasa dan konstruksi masing-masing sebesar 61,59 %,
10,70 %, 6,60 % dan 6,70 % sedangkan sektor lainnya kontribusi kurang dari 5 %
yang terendah adalah listrik dan air hanya 0,27 %. Perkembangan PDRE adalah
pada periode yang sama mengalami kenaikan yang cukup tajam, yaitu dari Rp
166.140,13 juta menjadi Rp. 235.838,6,- juta atau naik lebih dari 10 % setahun.
Dari pendapatan perkapita juga  mengalami kenaikan yaitu Rp. 693.545-
menjadi Rp. 879.886,- berdasarkan harga yang berlaku. Dan uraian di atas ternyata
peranan pemerintah dalam pembiayaan kegiatan pembangunan masih cukup tinggi
MMMWWWMNMPMMMmmidm
memanfaatkan potensi yang ada karena masih terbuka kesempatan yang luas

dengan prospeknya yang cukup menjanjikan.
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D. Prasarana dan Sarana Ekonomi

1. Perhubungan Darat

Perkembangan angkutan darat untuk penumpang barang dari hasil
pertanian seperti beras, holtikultura, ternak dari berbagai daerah di Sulawes
Selatan, disamping itu hasil kehutanan, perkebunan dan industri telah
mendorong aktifitas ekonomi masyarakat karena Mamuju merupakan transit
atau outlet untuk dipasarkan ke Kalimantan Timur serta Propinsi Sulawesi
Tengah dam Sulawesi Utara, Perhubungan darat telah didukung dengan
pembangunan prasarana jalan. Panjang jalan yang telah dibangun sampai
dengan awal tahun 1997 yaitu 1.053 Km, terdiri dari jalan negara 264 Km, jalan
propinsi 64 Km, jalan kabupaten 189 Km, jalan desa 525 Km. Pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan telah membuka keterisolasian kecamatan atau
desa sehingga kegiatan transportasi menjadi baik dan lancar.

Jumlah jembatan 144 buah, total panjang 2.035 m, terdiri dari jembatan
beton 27 buah, 892 m; jembatan besi 9 buah, 354 m; Jembatan kaywbambu 72
buah, 449 m dengan jembatan lainnya 36 buah, dan total panjangnya 340 m.

2. Perhubungan Laut

Kedudukan Kabupaten Mamuju yang strategis akan berkembang karena
posisi sebagai pintu gerbang Sulawesi Selatan dan Propinsi Kalimantan Timur
disamping ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.

Pelabuhan Ferri Mamuju, ke Balik Papan pulang pergi setiap han

kondisinya semakin ramai oleh penumpang, barang maupun kegiatan bongkar
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muat. Pelabuhan Samudra Belang-Belang merupakan prasarana perhubungan
laut yang akan dimanfaatkan untuk angkutan hasil produksi perkebunan,hutan
maupun hasil tambang ke daerah lain, disamping 1tu telah dibangun dua buah
pelabuhan kelapa sawit yang telah berproduksi dan akan terus dikembangkan.
Pelabuhan Udara

Pelabuhan udara Perintis Tampadang + 35 Km dari kota Mamuju
diharapkan makin menggairahkan para penanam modal ke daerah im walaupun
frekuensinya baru mencapai satu kali perminggu, namun tidak tertutup

kemungkinan terjadi penerbangan setiap hari, bila penumpangnya cukup.

E. Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Mamuju tertuang dalam Keputusan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor

04/VI/1990 dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 16 Tahun 1991
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1992 Seri D
Nomor 2)
1. Kedudukan
Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten
di Bidang Pandapatan Dacrah, Dinas Pendapatan Daerah dipimpia oleh seorang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Daerah .
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2. Tugas Pokok

3.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian

urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas

lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan Daerah

mempunyai tugas:

a

Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan
pembinaan, koordinasi tekms dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh
Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib
retribusi daerah.

Membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi
dan Bangunan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat
Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) wajib Pajak.

Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi dacrah

Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan
sarana administrasi lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Pajak kepada
Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan

Pokok dan Pembayaran (DHFPP) Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat
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oleh Dirjen Pajak kepada petugas Pemungut PBB yang ada dibawah
PERgawasannya.

Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran
penagihan pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya,

g Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak
daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan asli daerah lainnya serta
penagthan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri
Keuangan kepada daerah.

h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian perasional dibidang
pendataan, penctapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah,
penerimaan pendapatan asli daerah lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan.

i. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan dacrah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.

j. Melakukan Urusan Tata Usaha,

4. Susunan Organisasi

a. Kepala Dinas

b. Sub Bagian Tata Usaha

¢. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

d. Seksi Penetapan

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

f Seksi Penagihan

g Unit Penyuluhan
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Tata Kenja

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mendapat
pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1 Sulawesi
Selatan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Kepala Dinas harus melakukan
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam
lingkungan Dinas Pendapatan Daerash maupun Instansi lainnya diluar Dinas
Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit Penyuluhan harus
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi
sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi dan
Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memeberikan
bimbingan/pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil-hasil
pelaksanaan tugasnya menurut hierarki jabatan masing-masing.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi dan Kepala Unit
Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Para Kepala Urusan/Sub
Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub

Bab Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi.

F. Potensi Sumber Daya Alam

1.

Sektor Pertanian
a  Sub sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
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Beberapa komoditi sektor pertanian mempunyai potensi yang cukup
baik untuk dikembangkan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA).
Maupun untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yaitu dengan
memanfaatkan lahan pertanian (sawah, tegalan, kebun) seluas 108.200 ha

Potensi pengembangan dan peluang tanaman palawija dan
hortikultura dapat diikuti dalam tabel 6 berikut :

Tabel 6 : Potensi Lahan untuk pengembangan Palawija dan Hortikultura

D1 Kabupaten Mamuju

No. Jenis Eomoditi Luas Lahan Yang sudah Sisa Lahan
(Ha) dimanfaatkan (Ha)
1. | Jagung 17.227 3472 13.755
2. | Kedelai 28115 8.018 20.097
3. | Bawang Merah 10.445 140 10.315
4. | Rambutan 17.526 147 17.397
5. | Durian 22.320 2 886 18.002
6. | Langsat 5325 344 18.002
7. | Jeruk Keprak Siam 7.229 280 6,959

Sumber; Olahan Data Sekunder, 2001

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diharapkan dapat
merangsang tumbuhnya kegiatan investasi di sektor Agrobisnis dan
Agroindustri.

Sub Sektor Perkebunan

Di Wilayah Kabupaten Mamuju perkebunan mempunyai potensi

yang cukup baik untuk dikembangkan dalam rangka penanaman modal

secara terbuka, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun
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Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu dengan memanfaatkan lahan yang
belum tergarap hingga intensifikasi pengpunaan  lahan,  Komoditi
Perkebunan seperti kelapa sawit, coklat, kopi, jambu mete, pisang abaca dan
lain sebagainya. Pembangunan sub sektor perkebunan dengan penanaman
modal ini diharapkan dapat mendorong serta merangsang tumbuhnya
kegiatan di bidang perkebunan rakyat dan swasta yang sampai saat ini baru
mencapai | luas 103.224 ha, sedangkan potensi luas lahan yang belum
diolah : mencapai 270.858 Ha. Pembangunan sub sektor perkebunan di
Kabupaten Mamuju diarahkan kepada pembangunan perkebunan yang
menyokong perkembangan serta pertumbuhan perkebunan rakyat dengan
memanfaatkan lahan yang belum tergarap serta intensifikasi pengpunaan

lahan secara optimal seperti rawa-rawa, daerah pasang surut dan sebagainya.

. Sub Sektor Pertkanan

Keadaan geografis Kabupaten Mamuju yang mempunyai pantai yang
cukup Panjang + 415 km, sangat menguntungkan perikanan laut, tetapi juga
budidaya tambak dan ikan tawar. Sampai tahun 1999 luas tambak yang
sudah diusahakan baru 1.770 ha potensi luas tambak yvang belum dikelolah
22 950 ha. Sedangkan perikanan laut dengan berbagai poptensi, ikan laut
seperti : ikan tuna besar, karapu tongkol, tenggini dan sebagainya. Alat
penangkapan ikan laut terdini dari perahu tanpa motor, motor temple, kapal

motor dan alat tangkap berjumlah masing-masing 2.906 376,87 dan 3664
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unit sedangkan produksi ikan laut yaitu 7.7221.1 ton tahun 1995 meningkat
menjadi 10.212.5 ton pada tahun 1996,
d. Sub Sektor Peternakan
Dalam rangka memenuhi permintaan konsumen akan hasil produksi
ternak dari berbagai komoditi, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju
melalui Dinas Peternakan memberi kesempatan kepada Investor-investor
untuk menanamkan modal dalam bidang peternakan tersebut mengingat
letak Kabupaten Mamuju yang strategis sebagai daerah penyangga utama
untuk memenuhi permintaan hasil produksi ternak untuk daerah Kalimantan
Timur khususnya daging, telur dan susu segar. Berkaitan dengan hal
tersebut maka pemasarannya lebih muda dan lancar, sehingga perusahaan
yang terdapat di daerah ini akan lebih efisien dibandingkan dengan
perusahaan sejenis yang ada di luar Kabupaten Mamuju yang akan
dipasarkan ke Kalimantan Timur.
2. Sektor Kehutanan
Kabupaten Mamuju memiliki areal hutan yang sangat potensial baik dari
luas, potensi dan jenis kayunya, Luas hutan + 959.104 ha atau 87,65 dari luas
daerah dan 527.662 ha atau 55,0 % dari luas tersebut telah diberikan hak

konsesinya kepada beberapa HPH seperti pada tabel 7 berikut.




Tabel 7 : Jumlah HPH yang Beroperasi di Kabupaten Mamuju

No. Nama Perusahaan Luas (Ha) Lokasi Kegiatan\b"’-"
L |F3%. Intan Permata 47.500 | Kalukku, Budong-Budong
2. PT.Alime Setra 2.000 Budong-Budong, Kalumpang
3. | PT.Para Kawan 35.000 | Pasangkayu
4. | FT.Rante Mario 110.000 | Budong-Budong
3. | PT.Hayam Wuruk 42,160 | Budong-Budong
6. | PT.Sulwood 110.000 | Budong-Budong
7. | PT.Sulawesi HTI 39.500 | Pasangkayu
8. | PT.Palapi Timber 64,000 | Kalukku,Budong-Budong
9. | PT.Samapaga Utama Sakti | 44000 |Kalumpang
10. | PT.Inhutani 53.000 | Kalumpang Kalukku

Jumlah 567.660

Sumber : Olahan Data Sekunder 2001

Pembangunan sektor kehutanan dimasa datang lebih ditujukan kepada

industri pengolahan hutan dengan penekanan pada berbagai aspek antara lain

pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

baik diluar maupun di dalam hutan negara.

Sektor Pertambangan

Kabupaten Mamuju memiliki kekayaan bahan tambang dan galian yang

maupun masyarakat.
Potensi tambang di Kabupaten Mamuju, antara lain grandiorit, granit

sebagaian masih belum diusahakan.

mempunyai prospek bagus, sebagai satu sumber income penanaman modal

pasir, sirtu, batu sabak, sekis, lempung, tufah, dan gamping. Sebagian besar

bahan-bahan yang ada diusahakan oleh masyarakat secara kecil-kecilan dan
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a. Pembuatan Bata Genting
Produknya diperiukan untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan
keramik, serta sebagai batu tahan api.

b. Pengolahan Pasir dan batu
Merupakan salah satu potensi bangunan yang sangat vital didalam
pelaksanaan konstruksi, pengisi coran (kerikil dan split).

¢. Pengolahan pasir Kuarsa

d. Dapat dipakai sebagai pasir beton, pembuatan alat bangunan batu, tegel.
Untuk pembuatan botol, bahan dasar untuk pembuatan semen dan industr
keramik

e. Pengolahan Marmer

. Sektor Industri

Jumlah usaha industri paling banyak terdapat di Kabupaten Mamuju
adalah industri kecil, berupa industri hasil pertanian,
Perkembangan kegiatan industri sampai tahun 1996 tercatat sebagai
bernkut :
a Jumlah unit usaha
- Industn hasil pertanian = 2.052 buah
- Industri aneka = 222 buah

- Industri mesin logam dan kimia = 587 buah

b. Tenaga Kerja

- Industri hasil pertanian = 0,759 buah
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= Industri aneka =9 759 buah

- Industri memsin logam dan kimia = 2,068 buah

¢. Investasi
- Industri hasil pertanian = Rp. 17.686.879.000 -
- Industri ancka =Rp. 233.154.000,-

- Industri mesin logam dan kimia =Rp.  544.866.000,-
d. Jumlah Unit usaha
- Industni hasil pertanian =Rp. 32.484.736.000,-
- Industri aneka =Rp. 353.862.000,-
- Industri mesin logam dan kimia =Rp. 2.763.230.000,-
Untuk mengembangkan sektor industri di Kabupaten Mamuju masih di
Prioritaskan, kepada industn
a. Agro industri (agro based industry), yaitu :
- Industri pengelohan pangan dan hortikultura
- Industri pengolahan hasil perkebunan
- Industri hasil laut
- Industri hasil peternakan
b. Industri pengolahan hasil hutan
¢. Industri pengolahan sumber mineral
d Industri pendorong industri kecil, industri kergjinan, industri pedesaan dan

aneka industri lainnya.




5. Sektor Parawisata

devisa cukup besar, akan tetapi belum dikembangkan secara baik walaupun
demikian untuk menunjang kegiatan parawisata tersebut telah tersedia fasilitas
akomodasi berupa hotel 3 buah, losmen & buah, penginapan transit 9 buah
dengan jumlah kamar 68 buah. Fasilitas tempat hiburan lainnya seperti bioskop,

karaoke, bilyard sudah mulai tersedia, sedangkan jumlah restoran/rumah makan

Potensi sektor parawisata di Kabupaten Mamuju untuk memperoleh

terdapat sebanyak 35 buah. Prospek sektor ini cukup baik.

Tabel 8: Obyek Parawisata Yang Mempunyai Potensi di Kab. Mamuju

MNo. Obyek Parawisata Lokasi Kecamatan
1. | Air Teun Tamasapi Mamuju
2. | Taman Laut Pulau Karampuang Mamuju
3. | Gugusan Pulau Bala-Balakang Mamuju
4. | Air Panas Kalumpang
5. | Pasir Putih Tanjung Ngalo Tapalang
6. | Hutan Wisata Eboni Kaluku
7. | Arum Jeram Sampaga Kalumpang
8. | Padi Tamanurung Kalumpang
9. | Pemakaman Tua Kalumpang
10. | Wisata Alam Kalumpang
11. | Pulau Bakengkeng Kaluku
12. | Tanjung Ngalo Tapalang
13. | Wisata Pantai Pasangkayu Pasangkayu

Sumber : Olahan Data Sekunder 2001
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BAB 1V
PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan dibahas hasil penelitian tentang Kemampuan Pengelolaan
Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di
Kabupaten Mamuju. Kemampuan tersebut akan ditinjau dari aspek Kemampuan
Aparat, Prosedur Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dan Pelaksanaan Peraturan
Daerah.

A. Kemampuan Aparat

Untuk mendukung Pengelolaan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Mamuju, maka dibutuhkan sumber daya aparat yang mempunyai
kemampuan dan kreatifitas untuk dapat menggali seluruh potensi Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah. Indikator dari kemampuan tersebut dapat diukur dan
beberapa hal vang mencakup Tingkat Pendidikan, golongan kepangkatan masa
kerja, dan pendidikan penjenjangan.

Indikator ini pada hakekatnya merupakan kritenia yang biasa digunakan
dalam sistem Kepegawaian Negara Republik Indonesia, terutama dalam
melakukan penelitian terhadap tingkat Kkemampuan aparafur yang akan
dipromosikan dalam suatu jabatan tertentu.

1. Pendidikan Formal

Salah satu pengukuran tingkat kemampuan aparat dalam mengelolah
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju adalah ditinjau
diperolehnya. Hal ini didasarkan pada

Potensi Sumber

dari seg tinghkat pendidikan akhir yang
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asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan aparat, maka aparal tersebut

akan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara efektif dalam mengemban tugas organisasinya,

Dan  hasil pengamatan sebagian besar responden penelitian
berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat yakni
sebanyak 18 orang. Sementara itu juga masih ada yang berpendidikan tingkat
Sekolah Dasar (5D), hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kualitas sumber
daya manusia dalam organisasi masih perlu ditingkatkan serta didayagunakan
untuk kepentingan organisasi secara menyeluruh. Untuk melihat tingkat
pendidikan formal responden dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 9 : Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan Formal

MNo. Pendidikan Formal Frekuensi Presentase (%)

1. | SD/Sederajat 2 5.4

2. | SMP/Sederajat 2 54

3. | SMU/Sederajat 18 48.6

4. | Diploma/Akademi 7 18,9

5. | Sarjana (S1) 8 216

6. | Magister (52) " *
Jumlah 37 100

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2001
Pada tabel 9 menunjukan bahwa responden yang berpendidikan SD
berjumlah 2 orang (5,4 %), SLTP/Sederajat 2 orang (5,4), SMU/Sederajat 18

orang (48,6 %), Diploma/Akademi 7 orang (18,9 %), dan yang berpendidikan

Sarjana (S1) § orang (21,6 %).
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Indikator laj '
An untuk mengetahui kemampuan aparat dalam pengelolaan

Penda i
patan Asli Daerah adalah faktor keahlian. Dan keahlian ini dapat dilihat

dari gelar kesarjanan yang diperoleh atas disiplin ilmu tertentu. Hal ini
diasumsikan bahwa apabila dparat ditempatkan sesuai dengan keahliannya,
maka ia akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Untuk itu Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh
setiap aparat, juga dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang diperoleh dengan jenis
pekerjaan yang dilaksanakan. Penempatan aparat dalam posisi atau jabatan
tertentu hendaknya disesuaikan dengan disiplin ilmu yang telah diperolehnya.
Dan yang paling penting adalah bagaimana setiap aparat dapat memahami dan
menguasal dengan baik tujuan dan tugas organisasi dimana organisasi itu
dijalankan.

Tabel 10 : Keadaan Responden Menurut Gelar Kesarjanaan

No. (Gelar Kesarjanaan Frekuensi l Presentase (%)
1. |SE 3 8,1
2. | S.80s 2 3,4
3. |SH 1 27
4, |Drs 3 8,1
5. | Non gelar 28 .7
Jumlah 37 100

Sarjana Ekonomi (SE)

Dari tabel 10 m

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2001
enunjukkan bahwa responden yang mempunyai gelar

berjumlah 3 orang (8,1 %), Sajana Sosial (S.So0s) 2

e ————
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orang (5,4 %), Sarjana Hukum (SH) orang (2,7 %), Drs. 3 orang (8,1 %),
Sedangkan responden yang non gelar berjumlah 28 orang (77,7 %) yang
berasal dari  Pendidikan Diploma/Akademi, SMA/Sederajat, dan
SLTP/Sederajat

Upaya lain vang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk
meningkatkan kualitas sumber daya aparat dalam pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah adalah dengan menginim aparat untuk mengikuti pendidikan
Manajemen Perpajakan Daerah bagi mereka yang masih berpendidikan
tingkat SMU pada Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin. Pada tahun
1996 telah mengutus satu orang, dan pada tahun 1997 kembali menguius dua
orang dan semuanya telah berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut dan

kembali melaksanakan tugas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Mamuju.

2. Pendidikan Penjenjangan

Selain dari pada pendidikan formal, maka salah satu upaya yang dilakukan

Pemerintah Daerah dalam meningkat kualitas sumber daya aparat adalah dengan
melalui pendidikan Penjenjangan. Diklat ini diarahkan untuk mempersiapkan

aparat agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan

organisasi, termasuk pengadaan kader pimpinan dan

Pendidikan penjenjangan sangat penting khususnya dalam - rangka

rintah berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja,

pembinaan aparatur peme
diharapkan dapat meningkatkan

' - r fur
karena melalui pendidikan penjenjangar, 8pars

T T
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mutu, keahlian dan kemampuan serty keterampilan sesyai

kebutuhan organisasi, Selain darj pada

dengan tuntutan dan
ity juga diharapkan dapat meningkatkan

sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,

bangsa dan tanah air, peningkatan efisien, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan

tugas yang dilakukan dengan semangat kerja sama dan tangmumg jawab sesuai

dengan lingkungan kerja dan organisasi. Dari penjelasan  tersebut, maka

diasumsikan bahwa aparat yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan akan
dapat meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugasnya. Khususnya dalam
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah,

Mengenai kondisi aparat Pengelolah Pendapatan Asli Daerah ditinjau
dari aspek ini, khususnya dalam rangka mempersi apkan aparat untuk menduduki
Jabatan atau eselon sehingga dapat terwujud aparat yang memiliki kompetensi
yang sesuai dengan persyaratan masing-masing. Data tentang hal ini dapat dilihat
pada tabel 11 benkut:

Tabel 11 : Keadaan Responden Menurut Pendidikan Penjenjangan

—Nn. Pendidikan Nonformal Frekuensi Prosentase (%)

1. | Adum 12 324

2. | Adumla 3 13,5

3. | Spama 1 2.7

4. | Spamen } )

5. | Spati i g

6. | Tidak Pernah 19 i
Jumlah 37 2

Sumber - Hasil Olahan Data Primer, 2001

—_\_

bt i
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Darn tabel 11 '
menunjukkan bahwa responden yang pernah mengikuti

didik ]
pendidikan dan latihan Adum 12 orang (32,4 %), Adumla 5 orang (13,5 %), dan

Spama 1 O
pam rang (2,7 %) sedangkan yang lainnya belum pernah sama sekali

mengikuti pendidikan dimaksud. Dengan  kondisi tersebut, maka dapat

diasumsikan bahwa jumlah aparat/personi] vang telah mengikuti pendidikan dan
latihan penjenjangan masih sangat minim,

Memperhatikan keadaan tersebut diatas menunjukkan bahwa frekuensi
yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan sangat kecil dibandingkan dengan
frekuensi yang belum mengikuti penjenjangan, Keadaan ini tentunya sangat
mempengaruhi  tingkat produktivitas seseorang aparat khususnya dalam
pengelolaan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah.

. Masa Kerja

Indikator lain yang digunakan dalam penelitian i untuk melihat tingkat
kemampuan aparat dalam mengelolah Pendapatan Asli Daerah adalah Masa
Kerja. Dimana masa kerja aparatur akan mencerminkan lamanya aparatur itu
bekerja.

Diasumsikan bahwa semakin lama seseorang bekerja dalam suatu instansi,
diharapkan mereka semakin mampu menguasai bidang tugas yang diembankan

kepadanya. Schingga dalam melakukan tugas tersebut dapat dikuasai dengan

sebaik-baiknya.
masa kerja aparatur Pengelolah

pada tabel 12 berikut :

Berdasarkan data primer 1€
Pendapatan Asli Daerah Kabupalen Mamuju dapat dilihat

\




e

35

Tabel 12 : Keadaan Respondey, Menurut Magg Kerja

'_I"-T M R e R
0. asa Kerja Frekuensi Prosentase (%)
| 0-4 S e
I 4 10,8
gl 16 432
3. 10-14 g -
4, | 15-19 y I3,5
5. |20-24 ) 5 4
6 | 25-129 I 2}
Jumlah 17 i

Sumber ; Hasil Olahan Data Primer 2001

Dari tabel 12 menunjukkan responden yang mempunyai masa kerja 0-4
tahun 4 orang (10,8 %), 5-9 tahun 16 orang (43,2 %), 10-14 tahun 9 orang (24,3
%), 15-19 tahun 5 orang (13,5 %), 20-24 tahun 2 orang (5,4 %), 25-29 tahun 1
orang (2,7 %). Jika prosentase masa kerja tersebut dicermati, maka dapat dikatan
bahwa pada umumnya aparat pengelolah Pendapatan Asli Dacrah Kabupaten
Mamuju berada pada masa kerja yang produktif, sehingga masih memungkinkan
untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas kerja. Dari hasil penelitian ini juga

menunjukkan bahwa aparat pengelolah Pendapatan Asli Daerah masth jauh dan

masa pensiun dan masih mempunyai peluang untuk meningkatkan kualitas

melalui pendidikan formal ataupun lewat kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan

lainnya,

W e e

— e
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4. Pangkat/Golongan

Kualitas sumber daya apara dalam melaksanakan tugas serta menjadi
dasar dalam penempatan Sescorang dalam menempati posisi dalam suatu jabatan
didasarkan pada pangkat/golongan,

Golongan kepangkatan Pada dasarnya merupakan salah satu indikator
yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan/kualitas aparat. Asumsinya
bahwa semakin tinggi golongan pegawai. maka semakin profesional dalam
penyelesaian tugas-tugas yang diembannya dan sebaliknya juga demikian,
Asumsi ini memberikan indikasi bahwa golongan kepangkatan seorang pegawai
berpengaruh terhadap tingkat produktivitasnya,

Berdasarkan data primer ditemukan bahwa sebagian besar aparat
pengelolah  Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai

golongan/kepangkatan rata-rata [I/a - II/d. Gambaran ini dapat dilihat pada tabel

13 berikut :
Tabel 13 : Keadaan Responden Menurut Pangkat dan Golongan
No. Pangkat/Golongan l Frekuensi Prosentase (%)
54
L. la-1/d 4 ._-:,-_.: :
2, I/a-11/d 25 g:.r:.n
3, [l/a - 111/d 10 ”
4. IVia-TIvid 2
I Jumizh 37 s

Sumber - Hasil Olahan Data primer, 2001
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I/a-I/d adalah 2
Orang (5.4 9%), Pﬂllkaﬂgulungan Wa-Il/d 25 orang (67,6 %)

pangkat’golongan  Illfa-TIig 1
Orang (270 %), sedansk
) gkan  untuk
pangkat/golongan IV/a-[v/4 (0 %),

Prosedur Pengelolaan Pendapatan Asj; Daerah

Prosedur Pengelolaan Pendapatan Al Daerah Kabupaten Mimigji
mengacu kepada Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yaity sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan
Prosedur Perpajakan, Retribusi Dacrah dan Pendapatan Daerah Lainnya, serta
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kota Seluruh Wilayah
Indonesia.

Adapun prosedur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud
adalah sebagai berikut :

l. Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah (WP/WR)
Dalam upaya meningkatkan Kapasitas Administrasi dan Pendapatan
Daerah dari sektor Pajak/Retribusi, maka sebagai langkah pertama yang perlu
dilakukan adalah menyusun Daftar Induk Wajib Pajak/Wajib Retribusi
(WP/WR) Dacrah yang memuat nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah (NPWPD) dari pada semua WP/WR yang ada dalam wilayah

e . dan yang berads di luar Wilayah

Kabupaten/Kota yang
yek Pﬁjakf’ftﬂlribusi dalam wilayah

Kabupaten/Kota tetapi mempunyai 0b

Kabupaten/Kota yang bersangkutan.



I:rr:rsangkutan,

Untuk keperluan Penyusunan Daftar Induk We/WR Daerah, perlu

adanya kegiatan-kegiatan, -

Untuk menjaring secara optimal WP/WR vang mempunyai
kewajiban Pajak/Retribusi Daerah perlu adanya pendaftaran yang
dilaksanakan secara serentak pada hari yang telzh ditentukan, dan dalam
jangka waktu yang ditentukan pula terhadap semua WP/WR, baik yang
berdomisili di dalam Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan,

chiataﬁ ini memerlukan persiapan secara matang baik penyiapan
dokumen vyang diperlukan (Formulir Pendaftaran, Surat Tanda

Pengiriman/Penerimaan) maupun penyampaiannya kepada WP/WR yang

bersangkutan.
b. Pengukuhan dan Penggolongan WP/WR
Untuk memberikan kepastian, kepada semua WP/WR yang telah
memasukkan Isian Formulir Pendaftaran secara lengkap dan benar,
dibbrikan Surat Pengukuhan scbagai Wajib Pajak/Wejib Retribusi Dacrah,

dan sebagai Penanggung Jawab Pajalu'R!:trihusi Daerah.



Restoran dibuat Surat Pep unjukan sebapai Wajib Pungut (Wapu) sekaligus

sebagai Penanggung jawab Pajak. yang berkewajiban menyetorkan Pajak

yang telah dipungut terseby kepada Pemerintah Daerah yang

bersangkutan,
- Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

Kepada setiap WP/WR yang telah didafiar dan dikukuhkan sebagai
WP/WR dan sebagai penanggung jawab Pajak/Retribusi Daerah diberikan
NPWPD, vang secan.i permanen menjadi identitas WP/WR yang
bersangkutan dan berlaku untuk semua jenis Pajak/Retribusi yang menjadi
kewajibannya,

Dari struktur NPWPD yang disusun, kemungkinan perubahan hanya
dapat terjadi pada nomor kode lokasi domisili, sedangkan Nomor Pokok

yang disusun secara berurutan per wilayah Kabupaten/Kota bersifat tetap.

Pemberian NPWPD sebagai identitas permanen, selain bermanfaat

bagi WP/WR dalam hubungannya dengan Dinas/Instansi di lingkungan

Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam melaksanakan pengelolan

pendapatan daerah dari sektor Pajek, Retribusi Daerah dan PBB.

Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada WP/WR,

dicantumkan ~ pada  setiap dokumen

NPWPD akan selalu
va dengan

Perpaj akan/Retribusi dan surat-surat lain yang ada hubungann
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pemberian pelayanapn Pemerintah
A A Daerah kepada WP/WR, seperti dalam
ya,

Ij.'!&]am hal pemberian NPWPD, bagi WP/WR yang berdomisili di
luar wilayah tetap; mempunyai kewajiban Pajak/Retribusi karena memilik;
objek Pajak didalam wilayah  Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
diberikan kode wilayah domisili “00,00™

Adapun struktur NPWPD terdiri dar; komponen-komponen :

1. Satu angka urutan pertama - nomor kode golongan WP/WR
2. Tujuh angka kedua ‘ nomor pokok yang disusun berurutan untuk

seluruh WP/WR yang ada dalam wilayah Kabupaten/Kota
3. Dua angka urutan ketiga : nomor kode wilayah kecamatan
4. Dua angka urutan keempat : nomor kode wilayah kelurahan

Khusus untuk WP/WR yang berdomisili di Iuar wilayah tetapi

memiliki  kewajiban Pajak/Retribusi  karena mempunyai  objek
Pajak/Retribusi di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
diberikan nomor kode wilayah kecamatan dan kelurahan “00.00".
Dengan komponen-komponen tersebut, maka Skt WD avien

9999999“11”99

Y& ode Wilayah Kelurahan/Desa
¥ ode Wilayah Kecamatan

TNﬂmﬂf Pokok
Kode Golongan WP/WR
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2. Pendataan

Kegiatan Pendataan dimaksudkan untuk  memperoleh  data

Perpajakan/Retribusi dari masing-masing Wp/Wg. Data Perpajakan/Retribusi

besamnya jumlah

pajak/Retribusi yang akan dikenakan kepada WP/WR yang bersangkutan,
Kegiatan Pendataan dilaksanakan oleh Sub Seksi Pendataan dengan

melibatkan beberapa pelaksana lainnya dari Sub Seksi Tata Usaha

Pendaftaran Pendataan,

Data Perpajakan/Retribusi yang akan dijadikan dasar dalam menetapkan
besarnya jumlah Pajak/Retribusi termasuk denda, dapat diperoleh dengan
cara
a. Menyampaikan Surat Pemeberitahuan (SPT) kepada seluruh WP/WR

yang telah terdaftar dan memiliki NPWPD pada setiap awal tahun/periode
Perpajakan/Retribusi.
b. Melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan Rencana Pemeriksaan
lapangan yang telah disusun sebelumnya.
Memanfaatkan data yang dicantum dalam Daftar Realisasi Setoran Masa.

Memanfaatkan data yang tercantum dalam Daftar Surat Teguran sebagai

hasil pemantauan pembayaran pajak sesuai dengan batas waktu

pembayaran yang telah ditentukan dalam SKP.
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SPT yang disampaikap kepada WPWR beric
risi

harus dijawab

Perlanyaan-pertanyaan yang
ol isi
eh WPWR untuk diisi dalam gpT beserta dilengkapi de

lampiran-lampiran yang diperlukan,

ngan

Setiap WP/WR akan menerima saty (1) SPT yang jenisnya berbeda-beda satu
sama lain sesuai dengan golongan masing-masing WP/WR
Jenis SPT terdiri dari -
1. SPT Golongan 1 untuk WP/WR Orang Pribadi
2. SPT Golongan 2 untuk WP/WR Badan/Pemilik Usaha yang bergerak diluar
Bidang PP I/Pajak Tontonan
3. SPT Golongan 3 untuk WP/WR Badan/Pemilik Usaha yang bergerak dibidang
PP
4. SPT Golongan 4 untuk WP/WR BadanPemilik Usaha yang bergerak di
bidang Pajak Tontonan.
Untuk kelancaran dan tidak terpanggunya kegiatan Penetapan, maka
SPT yang telah disampaikan kepada WP/WR mempunyai batas wakiu dalam
pemasukannya kembali ke Dinas Pendapatan Daerah. Apabila WP/WR tidak

memasukkan kembali SPT yang telah diterimanya sampai dengan batas waktu

yang sudah ditetapkan, maka hal ini akan memberi konsekwens kepada WP/WR

yang bersangkutan yaitu penetapan sesicd] l .
h data Pmﬂkmﬂemmi, maka diperlu dilakukan

Untuk memperole -
gan dilaksanakan sepanjang tahun

pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapa
tahun berjalan,



Pelaksanaan pemeriksaan lapangan mencakup -

I. Pemeriksaan atas jumlah Penjualan (omgzet ]

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahy;

yang diperoleh oleh WP/wR dalam suaty periode,
. Pemeriksaan atas WP/WR Baru

Yang dimaksudkan WP/WR. baru disin; adalah WP/WR yang baru tercafiar
dan Dipenda belum memiliki data Pﬂrpajakanﬂ{&tﬁbmjn}l WPWR bary
yang tidak memasukkan SpT perlu diperiksa unmuk memperoleh dama
Perpajakan/Retribusi sebagai dasar dalam menghitung besarmva jumlah
Pajak/Retribusi yang akan dikenakan penetapan secara jabatan,
. Pemeriksaan atas WP/WR lainnya
Apabila WP/WR telah menerima Surat Ketetapan Pajak/Retribusi dalam tahun
bejalan, masih dimungkinkan kepada mereka dapat dikenakan Ketetapan
Tambahan. Ketetapan tambahan ini didasarkan atas data yang diperoleh dari
hasil pemeriksaan lapangan.
Penetapan

Sumber utama untuk menetapkan besarnya Pajak/Retribusi yang akan
dikesiskas kepada WP/WR adalah Kartu Data, yang diterima dan Sub Seksi
Pendataan. Data yang diperlukan telah tersedia semuanya pada Kartu Data
yang dikerjakan oleh Sub Scksi Pendataan scbelumnya. Petugas Penctapan

i engalir
baru melaksanakan penetapan jika telah menerima Kartu Data yang menga

dari Sub Seksi Pendataan.
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i

Petugas Peneta i

Ea €lapan hanya menghitung besarnyg PajakiRetribusi yang
akan dikenakan berdasarkan daga Yang ada di dalam Kany Data, dengan
menggunakan Nota Perhitungan Pajak/Retribysi,

Dari hasil penghitungan pada Nota Perhitungan  Pajak/Retribusi

kemudian dituangkan dalam Daflar Surat Ketetapan yang berisi jumiah

Ketetapan Pajak/Retribusi untuk masing-masing WP/WR dan selanjutnya
diterbitkan Surat Keputusan tentang Ketetapan Pajak/Retribusi dan
menerbitkan Surat Ketetapan untuk masing-masing WP/WR.
Melihat ciri dan corak dari Pajak/Retribusi, maka Surat Ketetapan yang
diterbitkan akan berbeda-beda,
Adapun jenis Surat Ketetapan yang diterbitkan terdiri dari -
- Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Berisi jumlah ketetapan pajak terhutang untuk semua jens pajak langsung
yang mempunyai masa pajak yang sama
Surat Ketetapan Pajak berfungsi pula sebagai media Setoran, dimana BKP
atau Bank/Kantor Pos yang menerima Setoran Pajak, akan membubuhi

tanda tangan sebagai bukti bahwa SKP tersebut telah dilunasi.

- Surat Ketetapan Retribusi (SKR)

jenis Retribusi
Berisi jumlah ketetapan Retribusi terhutang untuk semua jenis

yang mempunyai masa retribusi yang sama. N .
i i sebagai m seloran
Surat Ketetapan Retribusi Juga berfungsi sebagdl

i
mana halnya dengan Surat Kelet2pat Paj8



4. Penvetoran

& :
ang dimaksud dengan Penyetoran jafqh Pembayaran atas pajak
terhutang oleh Wajib Pajak/Retribys; ke Kas Daerah

Penyetoran Pajak/Retribysi dilakukan melajy; Bendaharawan Khusus

Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah, Bank Pembangunan Daerah atau
Kantor Pos, tergantung tempat dimana yang terdekat dan mudah dicapai oleh
Wajib Pajak/Retribusi yang bersangkutan, bahkan dapat dikembangkan
dengan adanya Pos Keliling atay Bank Keliling yang bertugas sebagai
Bendaharawan  Penerima  untuk  menerima penyetoran/pembayaran
Pajak/Retribusi yang terhutang atas Wajib Pajak/Retribusi,

Cara tersebut diatas dimaksud untuk memberikan/peningkatan
pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak/Retribusi
yang terhutang dan mempercepat serta mengamankan proses pemasukan uang
ke Kas Daerah.

Khusus penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penenma (BKF),
dengan digunakan Kas Register akan memudahkan pekerjaan B.K.F untuk
mengetahui jumlah uang yang diterima pada hari itu scbagai pertanggung
jawaban karena seluruh penerimaan langsung terekam sl S

‘husi ' ] it an
sudah terinci menurut Jenis Pajak/Retribusinya. Selain dan pada itu uang yang

ad diEI{PhamsdjmmrkEEankpadahaﬁimjugammkmmjmm
a

ketertiban dan keamanannya.
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Semua penyetoran ¥ang melaly; Bank dap

| | Kantor Pos, 2 lembar
lampiran media penyetorannys g; bt ke Bondah
Cndaharawan

diberikan ke Seksi Pembukuan Pelaporan,

Dengan demikian maka setiap pembayaran baik melalui Bank, Kantor
Posa maupun BKP, di BKP dan Pembukyan Pelaporan selalu menyimpan
arsip dari SKP/SKR Rampung dan lain-lain yang telah divalidasi. Hal ini
perlu untuk menciptakan suatu pengendalian interen yang baik, dimana hasil
pekerjaanyang satu dapat dicocokkan dengan pekerjaan lainnya.

Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) mempunyai tugas rutin, vakni ..:
setiap akhir bulan menyiapkan “Laporan Realisasi Penerimaan dan
Penyetoran Uang™ untuk keperluan pemeriksaan keuangan sehingga dapat
dibandingkan dengan “Laporan Realisasi Penerimaan dan Tunggakan™ yang
dibuat Seksi Pelaporan. Sedangkan jumlah uang yang disetorkan ke Bank

yang tertera dalam Buku Kas Umum dapat dibandingkan dengan Salinan .

Rekening Koran dan Pernyataan Saldo yang diterima dari Bank dan Salinan

i Pos.
Rekening Giro Pos dan Pernyataan Saldo dan o o

Pembukuan dan Pelaporan

Kegiatan Pembukuan dilaksanakan
olch WP/WR Kegiatan Pelaporan yang
ramn

sesudah kegiatan Penetapan dan

sesudah kegiatan Penyeto
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setiap

Adapun tujuan dari pembukuan dap Pelaporan adalah untyk mengetahui

dan melaporkan jumlah realisasi  penerimaan masing-masing  Jenis

Pajak/Retribusi. Disamping itu untuk mengetahui dan melaporkan jumlah
tunggakan baik per Jenis Pajak/Retribusi maupun Per WP/WR.

Seksi Pembukuan selaku pelaksana akan menenma Formulir (DPD 1I)
atau BukwDaftar (BK II) sebagai dokumen/bukti yang akan dijadikan dasar
dalam pencatatan baik dari seksi Penetepan maupun dari Bendaharawan
Khusus Penerima.

Dalam pelaksanaannya, untuk mencatat transasksi penetapan dan

trasnsaksi penyetoran digunakan kartu-kartu,
Kartu-kartu tersebut terdin dari :

- Kartu Jenis Pajak/Retribusi, yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat

transaksi pemajakanfmnﬂ:msi menurut Jenis Pajak/Retribusinya (mata

anggaran dalam APBD).

Kartu WP/WR, yaitu kartu yang digunakan untuk
epurut WP/WR  sesuai dengan NPWPD yanp

mencatat transaksi

perpajakan/retribusi m

ttrcanmmdalamfﬂrﬂllﬂiﬂm‘g“mm
perbedaan  dalam  trnsaksi  pada  pajak

Karena adanya |
dan Pajak Tidak Langsung (Pajak

langsung/Retribusi  Periodikal
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Pembangunan [ dan Pajak Tﬂﬂ!ﬂn&h}l, maka bentukfjenis karty periu

dibedakan pula,

Penagihan

Yang dimaksud dengan Penagihan disini adalal pelaksnaan penegakan

hukum terhadap Wajib Pajak/Retribusi yang tidak mematuhj e ks

hal ini belum melunasi Pajak/Retribusi yang terhutang sampai dengan batas
waktu yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak/Retribusi, surat
Ketetapan Tambahan, Surat Ketetapan Sementara dan Surat Ketetapan Pajak
Rampung, Surat Ketetapan Rampung Tambahan,

Adapun tujuan dari pelaksanaan Penagihan ialah sebagai usaha
penegakan hukum agar Wajib Pajak/Retribusi segera memenuhi kewajibannya
sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Penagihan terdiri dari Penagihan Pasif dan Penagihan Akuf.
Penagihan Pasif dimulai dari proses Peringatan, Terguran I, Teguran IT dan

Teguran [II, sedangkan Penagihan Aktif meliputi proses Paksa, Penyitaan

sampai dengan Lelang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor

nagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.
busi menerima SKF, SKR, SKPT dan atau

19 Tahun 1959 tentang Pe
Pada Saat Wajib Pajak/Retr

batas  akhir
SKP  Rampung, didalamnya  tercantum tanggal a
penyetoran/pelunasan alas Pajal-:.-'F.eu'ibusi yang terhutang.
Ledar mengingatkan kepada Wajib Pajak/Retribusi, 7 (tujuh)
Untuk se me

dimana Wajib Pajak
; hatas wakiu penyeioran
hari sebelum masa berakhirmy3
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atau Wayib Retribusi bejum melunasi atas Pajak/Retribusi yang terhutang akan
dikirim Surat Peringatan,

Namun bila temyata Waijib Pajak/Retribus; yang bersangkutan belum

juga melakukan kewaj ibannya untuk melunasi Pajak/Retribusi vang terhutang
sampai 14 (empat belas) hari setelah batas wakty tanggal penyetoran, maka

Wajib Pajak atau Wajib Retribysi tersebut akan diberikan Surat Teguran.

Surat Teguran akan dimulaj dengan Surat Teguran I dan (fujuh) hari
kemudian diberikan Surat Teguran II. Bilamana inj berlanjut, belum juga
melunasi maka akan disampaikan Surat Teguran [1L.

Untuk beberapa kasus, dimana masih ada Wajib Pajak/Retribusi yang
tetap belum dapat melunasi Pajak/Retribusi yang terhutang, sedangkan
kepadanya telah menerima Surat Teguran I1I, maka akan berlaku Penagihan
secara aktif. Tindakan penagihan secara aktif dimulai dengan adanya Surat
Paksa. Surat Paksa diterbitkan 21 (dua puluh satu) bari setelah pengiriman
Surat Teguran [ atau 7 (tujuh) hari sesudah Surat Teguran .

Penyerahan Surat Paksa dilakukan oleh Juru Sita yang ditunjuk oleh

ibusi. Ji bel
Bupati/Walikota, kepada Wajib Pajak/Retribusi. Jika setelah 14 (empat belas)

hari dari saat penyerahan Sural Paksa Wajib Pajak/Retribusi, tetap belum
ari dari saa
I aka kepadanya akan
dapat melunasi Pajak/Retribusi yang terhutang, m ¢
' jtaan ini dilaksanakan
disampaikan Surat Perintah Melakukan Penyitaan. Penyi

salksi.
oleh Juru Sita dan dibantu oleh 2 (dua) orang
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waktu 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Melakukan

Penyitaan.

Kepada Wajib Pajak/Retribusi masih diberi kesemptan dengan
membennya Peringatan yakni 7 (tujuh) hari sebelum masa batas wakiu yang
diberikan dalam Surat Kesempatan Terakhir.

Bilamana kesempatan terakhir ini tidak digunakan oleh Wajib
Pajak/Wajib Retribusi maka akan dilanjutkan dengan Pelaksanaan lelang,

Dengan demikian batas waktu penagihan mulai dari Surat Teguran
sampai dengan Surat Kesempatan Terakhir adalah 63 (enam puluh tiga) han.

C. Pelaksanaan Peraturan Daerah
1. Landasan Hukum Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Untuk mendukung kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Dacrah

Kabupaten Mamuju, maka harus didukung pula oleh perangkat hukum berupa

Peraturan Daerah dan peraturan lainnya schagai landasan hukum dalam

melakukan pengelolan Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai landasan hukum dalam pengelolan Pendapatan Asl
berupa Peraturan Daerah yang terdiri dari :

i Daerah

pada Kabupaten Mamuju adalah

a. Pajak Daerah |
pmor 7 tahun 1998 tentang Pajak Penerangan

1. Peraturan Daerah N
mor 15 Tahun 1998 Sen A Nomor 1).

Jalan (Lembaran Daerah NO
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2. Peraturan Daergh
Nomor g Tahun 199g tentang Pajak Reklame

(Lembaran Daerah Nomor 16 Tapyy 1998 Seri A Nomor 2)

3. Perat
craturan Daerah Nomgr 9 Tahun 1968 tentang Pajak Hiburan

(Lembaran Daerah Nomor |7 Tahun 1998 Seri A Nomor 3)

peraturan Dacrah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan
Restoran (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 1998 Ser; A Nomor 4)
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pengambilan dan
Pengelolaan Bahan Galian Golongan “C” (Lembaran Daerah Nomor
19 Tahun 1998 Sen A Nomor 5).
6.  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Nomor 20
Tahun 1998 Seri A Nomor 6).
b. Retribusi Daerah
1.  Peraturan Daerah Nomer 13 Tahun 1998 tentang Retribusi

Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Nomor 4

Tahun 1999 Seri B Nomor 1).

2. Peraturan Dacrah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di
Tepi Jalananan Umum (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1999 Seri

B Nomor 2). B
rah Nomof 15 Tabun 1998 tentang Retribusi Pasar

3. Peraturan Dae
Tahun 1599 Geri B Nomor 3)

(Lembaran Daerah Nomor @
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4.  Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah

Potong Hew
ng an (Lembaran Daerah Nomer 7 Tahun 1999 Seri B

(Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1999 Seri B Nomor 5)

6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahhun
1999 Seri B Nomor 6)

7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1998 Retribusi Izin Bangunan
(Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 7)
B.  Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Izin Trayek

(lembaran Daerah Nomor 11 Seri B Nomor 11)
9.  Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Izin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun

1999 Seri B Nomor 9)

10, Peratgran Daerah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi [zin

Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 1999 Seri

B Nomor 10)
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan
ka Sistem Informasi

Penduduk  Dalart Kerang

Pendaftaran
(Lembaar Daerah Nomor 12 Tahun

Manajemen Kependudukan

1997 Seri C Nomor 2)
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12.  Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 1995 tentang Tzin Mendirikan
n It

Undang-[]ndang Gangguan Bagi
Industri di Kabupaten Mamuju (

Bangunan dan Izjp
Perusahaan

Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun
1996 Seri C Nomor 1)

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahyn 1996 tentang Pelayanan

Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di

Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 1997 Seri

B Nomor 4)

14. Peraturan Daerah MNomor 9 Tahun 1994 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Nomior
& Tahun 1995 Seri C Nomor 2).

1. Pemahaman Terhadap Peraturan Daerah

Keberadaan Suatu Peraturan Daerah tidaklah berarti dan tidak akan

dapat dijalankan dengan baik apabila tidak dapat dipahami dengan baik.

Untuk itu kesuksesan Pengelolan Pendapatan Asli Daerah harus pula

didukung oleh kemampuan aparat dalam memahami setiap Peraturan Daerah

sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas. Dengan pemahaman

of memberikan pengertian kepada masyarakat

' etribusi Daerah.
tentang hak dan kewajiban terhadap Pajak Daerah dan R

responden terhadap Peraturan
Untuk melihat sejauhmand pe ——
pengelolasn Pajak Dacrah/Retribus

tersebut diharapkan akan dap

Daerah yang mengatur tentans

dﬂ{]ﬂl il lpadamba] 14 berikut -
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Tabel 14: Tanggapan Res
Ponden terhad
yang menpatur ttntﬂngTPajzi Pemahaman Peraturan Daerah

Kabupaten Mamujy DaerahRetribusi Daerah gj
No. Klasifikasi i
rekuensi Pr 0
1 | Memahami —_H__'i?_-_ me‘:“E (%) N
9.2
2. | Kurang memahamj A o

3. | Tidak memaham;

Jumlah 37 100
Sumber: Olahan Data Primer, 2001

Pada tabel 14 menunjukkan terdapar 33 responden (892 %)
menyatakan  memahami, 4 orang (10,8 %) yang menyatakan kurang
memahami, dan yang menyatakan kurang memahami (0,0 %). Prosentasi ini
menunjukkan bahwa sebagaian besar aparal teleh memahami Peraturan
Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah,
Namun tidak dapat dipungkirai bahwa juga aparat masih ada yang kurang
memahami. Berdasarkan pengamatan penulis hal ini descbabkan kurangnya
kesadaran aparat untuk ingin mengetahui dan mempelajari setiap Peraturan
Daerah yang ada.

3. Penerapan Peraturan Daerah

] P i Daerah
alam Pﬂﬂgﬂiﬂlﬂﬂﬂ Eﬂdﬂlﬂltﬂﬂ FLSII
graturan Daerah. Hal ini dibarapkan untuk

raturan Daerah yang ada.

harus senantiasa mengacu

atau berdasarkan kepada setiap P

menghindari terjadinya pengenaan Faj
-  dengan Pe
Wajib Pajak/Retribusi yang tidak S¢St
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Untuk  melihat  baga:
Eﬂtmﬂnﬂ pgnm
Pan  Peraturan Derah dalam

pengelolaan Pendapatan Asli Daer
ah dapat dilihay pada
tabel 15 berikut -

upaten Mamujy
No. Klasifikasi '
asifikas Frekuensi Prosentase (%)
1. | Sesuai
e 34 91,9
Kurang sesuai 3 8,1
3. | Tidak sesuai . '

l Jumlah 37 100

Sumber: Olahan Data Primer, 2001

Dari tabel 15 menunjukkan 34 orang (91,9 %) menyatakan sesuai,
3 orang (8,1 %) menyatakan kurang sesuai, dan yang menyatakan tidak sesuai
(0,0 %). Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aparat dalam
melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah. Namun juga
tidak dapat disangkal bahwa masih ada aparat dalam melaksanakan tugas

kadang-kadang tidak sesual dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan

pengamatan penulis hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap

Peraturan Daerah.
Keberadaan Unda

ng-Undang Nomor 18 tahun 1997 ternyata telah
] Pendapatan Ashi
melahirkan persepsi Yang herbeda-beda terhadap Penerimaan pa "
' ' ruhnya ter
Daerah. Untuk dapat mengetahul bagaimana penganunya
] tabel 16 berikut :
pencrimaan Pendapatan Asli Dacrah dapat dilihat pada
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bel 16 : Ta
Ta Nﬂggﬂpﬂn Res tﬂl‘h F' pel
omor 18 Tahun 1997 toe aksanaan Undang-Undang

tang PD/RD di Kah bupaten Mamuju
; : _-_-—-—____
No. Klasifikasi Frekuensi Prosentase (%)
1. | Mengurangi 27 72
2. | Tidak mengurangi 8 21 ::?
Tidak tahu 2 5::
Jumlah 37 100
Sumber: Olahan Data Primer, 2001

Dari tabel 16 menunjukkan 27 orang (72,9 %) yang menyatakan
bahwa keberadaan Undang-Undang tersebut dapat mengurangi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah, 8 orang (21,62 %) yang menyatakan tidak
mempengaruhi, dan 2 orang (5,4 %) menyatakan tidak tahu.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dimana penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih
luas, nyata, dan bertanggung jawab temyata kehadiran Undang-Undang

tersebut dianggap menghambat Daerah untuk dapat menggali potensi Daerah

masing-masing, schingga sebahagian besar dacrgh menginginkan agar

; jang dan
Undang-Undang tersebut direvisi dalam rangka unfuk menUNARE

mendukung pelaksanaan otonomi i Daerah.

getahm bagaimand pmgamh Undang-Undang Nomor

Untuk dapat men
dapa li Daerah, maka dapat
18 Tahun 1997 terhadap Pengelolan Pe e

terlihat pada tabel 17 berikut -
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Tabel 17:  Perbandin
£an Jenis Pene
Berlakunya 1 nmaan Sebelum dan Se ud
"mg‘u‘ﬂﬂﬂg No. 18 Tahun i'E"EI".i’.E .
No. Seheh‘"—'—
1 _-_"_'2_'_‘_‘—'—-—-—-14.5. Sesudah
|2 PajakDaeran 11— i
L[ Pajak Rekdame 3 -raitk Dacrak
2. | Pajak P ounan — {2 | Tajak Reklame
3 ]:-;ﬂk Ptmhan : 2. | Pajak Hotel dan Restora
;- Paj'ak Ptner_gan_ D Jalan 4. | Pajak Penerangan Jalan
- | Pajak Keramaian Umym 5. | Pajak  Pengambilan Bahan
- - Galian Golongan “C”
% | Pk Radio 6. | Pajak Pencmpatan Air Bawah
- Tanah
7. | Pajak Minuman Keras 7
8. | Pajak Kendaraan Tak &
Bermotor
9. | Pajak Bangsa Asing -
10. | Pajak Pendafiaran -
Perusahaan
b. Retribusi Daerah b. Retribusi Daerah
1. |Leges l. |Retribusi Pelayanan Kese-
hatan
2, | Dispensasi Jalan 2. | Rembusi Biaya Cetak KTP
dan Akte Catatan Sipil
3. | Parkir Kendaraan i Eﬁﬁw Parkir ditepi Jalan
4. | Retribusi Pasar : ibusi Pasar
5. | Retribusi Terminal 5. | Remribusi Pelayanan Persam-
6. | Rumah Sakit dan Balai| & E-Eﬁmh Pemakaian keka-
Pengobatan Pelataran
7. | Izin Mendirikan Bangunan ; ]s{zﬂhuii Terminal
8. | Sewa Pangkalan g' Retribusi Rumah  Potong
9. | Retribusi Labuang " | Hewan
710, | Uang Sewah Tanah/Bangun-an
10. | Izin Tempat USIIELI.'IE—-—-—'_;'?_ E:T:i?si Izin Mendirikan
11. | Retribusi Ternak | Bangunan
(17 | Rembusilzin Tempat _Per-
12, | Retribusi Sarﬂih,’—_J Wﬂm 0
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_-_._-_-_'—‘—-—-_
1 2 3 |
13. | Kios Penjuala BTW i :
14. | Sewa Kuis 2Deging | _E_‘—‘—‘—:'%“ Retribusi Izin Gangguan (HO) |
15. | Sewa Pelataran T e Rﬂn-b““ Izin Travek ]
[ 16. | Sewa Alat Berat
Sumber; Olahan Data Sekunder, 200]

Dari tabel 17 menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 18 tahun 1997, Pendapatan Asli Daerah dari sektor
Penerimaan Pajek Daerah berjumlah 10 jenis pungutan. Mamun setelah
berlakunya Undang-Undang tersebut, maka Jumlah jenis pungutan dari sektor
Pajak Daerah mengalami pemangkasan dan berjumlah menjadi 6 jenis
pungutan. Sedangkan penerimasan Pendapatan Asli Daerah dari sektor
Retribusi Daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
jumlah pungutan dari sektor ini berjurnlah 16 jenis. Namun setelah berlakunya
Undang-Undang tersebut, dari sektor ini juga mengalami pemangkasan dan
berjumlah menjadi 14 jenis pungutan.

Pemangkasan beberapa jenis penerimaan Pendapatan Asl Dacreh Juga

berimplikasi pada adanya penerimaan haru dari sekior lain, Penerimaan

Dacrah berupa Pajak Pengambilan
awah Tanah dan

tersebut adalah bersumber dari Pajak
™ dan Pajak Pemanfaatan Air B
dikelolah oleh provinsi. Penerimaan dan
ongan “C" telah menjadi andalan

Bahan Galian Golongan *
Air permukaan yang sebelumnya

pajak Pengambilan Bahan Galian Gol

i Daerah Kabupalel Mamuju. Hal ini dapat

Penerimaan Pendapatan Asl
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p. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daergh

terlihat dan

memberikan kontribusi yang besar kepada g h
£ran,

1. Pajak Daerah

Pajak
jak Daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli

yang sangat penting guna membiayai

79

Prosentase pener
maan pada setiap tahup anggaran telah

Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah

dan Pembangunan Daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi

Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawah.

Untuk dapat mengetahui kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel Berikut -

Tabel 18 : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daersh yang
bersumber dan Pajak Daerah di Kabupaten Mamuju Tahun

1995/1996 - 2000

No

Realisasi

Jumlah =~

Tahun Jenis Penerimaan Tﬁ;" - %)
£ 3 4 5 6
1995/1996 | Pajak Potong Hewan 990000,-| 912000 | 92,12
Pajak Pembangunan 1 6.600.000- | 5.102.150- 77,30
Pajak Radio 3.000.000,- H:_EEI:. 3:':;
i : 1.000.000,- | 840.000- | B4,
::: mmm 3.500.000,- 540.000,- | 1543
Pajak Reklame §.250,000- | 7.393.000- | 89,61
: : 1.000.000,- 450.000,- 45,00
A 3.500.000,- | 1805.000,- | 51,58
Py Eanere agaia 44,000,000~ [ 33. 164.400,- | 7538
T Pmmi : i ml-mu_.mn,- 18.781.500,- | 100,43
Pajak ¥ Rpushes m_mn,- 69.133.400,- | 76,35
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2 TR e
1996/1997 | Pajak Potong Hewgn —~——————— | 5 6
Pajak Pembangunan | dl:l-;mm'- | o
Pajak Radio V00.000,- | 10982491, | 2745
Pajak Bangsa Asing ME:EM" el W
Pajak Keramaian Umum 5-51]0.&:.: | ;:;g .
Pajak Rekdate 000, 738630 | 31,61
. 15.000.000,- | 10.947.000- | 7298
Pajak Minuman Keras 1,000.000,- H
_ , 0,00
Pajak Kendaraan Tak Bermotar 4.000.000,- | 1091000~ | 2727
Pajak Penerangan Jalan 44.000.000,- | 51.331.690- | 116,66
Pajak Pendaftaran Perusahaan 47360.000,- | 29.927.500,- | 63,19
Jumlah 69.133.400,- | 106851831 | 6622
1997/1998 | Pajak Potong Hewan L500.000,- | 1.462.000,- | 9747
Pajak Pembangunan | 50.000.000,- | 15724.524,- | 31,45
Pajak Radio 1.500.000,- " .
Pajak Bangsa Asing 50,000,- 30.000,- | 60,00
Pajak Keramaian Umum 2500.000,- |  794.100- | 31,76
Pajak Reklame 17.500.000,- { 10.214.500,- 5837
Pajak Minuman Keras 1450000~ |  790.000,- | 5448
Pajak Kendaraan Tak Bermotor 4000000~ | 1340.700- | 33,51
Pajak Penerangan Jalan 70.000.000,- | B3.601.454,- | 119,43
Pajak Pendaftaran Perusahsan 50.000.000,- | 26.076.000,- | 52.15
e 198.500.000,- | 140.033.278, | 70,54
_ 50.000.000,- | 6.808295.- | 13,61
ROl | Pajak Tioeal & Sewieet 5.000.000 | 3.993.600- | 7987
Pajak Hiburan 17.500,000,- | 10.446.500,- | 59,69
Pajak Reklame 25,000,000, | 69232387 | 8144
Pajak Penerangan Jalan 1.000.000.000,- | 71.387.310,- | 7,14
Pajak  Pengambilan  an | BT
Pengolahan Galian Gol “C £.500.000,- 2.984470,- | 16,13
Pajak Pemanfastan Air Bawah | 1 ;
I Taneh dan Permukean m 164,852.562,- | 14,01
— 1 _'!_"EI-.LL"'_'_'_F =
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—_
F | % 3 B
, 4
5 | 1999/2000 | Pajak Hotel & Rest | o= ] &
R o 50.000.000,- | 13.38] 960
Pajak Hiburan 6t : 2elAl- | 26,76
Pajak Reklame ml 0 mj:l il
a 4 L] ﬂr" EE. y -
PR B i 740.750,- | 129,14
Pajak P o 100.000.000,- | 121.815965- | 127 81
engambilan dan :
Pengolahan Galian G “C 1.000.000.000,- | 567.185.054, 56,71
Pajak Pemanfaatan Air Bawah )
Toeith dgn Ve 18.500.000.- | 16.112.990- | 87.10
Jumlah 1.204.500.000,- | 762.648.769,- | 6331
& | 2000 Pajak Hotel & Restoran 25.000.000,- | 2.085.400- | 3234
Pajak Hiburan 5.000.000- | 3.110000- | 62,20
Pajak Reklame 40,000.000,- | 44.682.000,- | 111,70
Pajak Penerangan Jalan 105.000.000,- | 176.314.795- | 167,91
Pajek  Pengambilan  dan | 1.000.000.000,- | 516.067.221- | 5160
Pengolahan Galian Gol “C”
Pajak Pemanfaatan Air Bawah 6.500.000- | B932870-| 13742
Tanah dan Permukaan
Jumlah 1.181.500.000,- | TST.192.286- | 6747

i
Sumber : Olahan Data Sekunder 2001

Dari tabel 18 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pendapatan
Asli Daerah yang bersumber dari penerimaan Pajak Daersh pada tahun

1995/1996 target penerimaan berjumlah Rp. 90.450.000,- dan realisasi Rp.
i inggl dari Pajak
69.133.400,- atau (76,35). Penerimaan tertinggi bersumber ja

Pendaftaran Perusahaan yang mencapai (100,43 9%). Sedangkan pencrimaan

terendah bersumber dari Pajak Radio yang hanya mencapai (4,83 %).
' i kenaikan yaitu
Tahun 1996/1997 target penerimasa Pajgk Daerah mengalam ¥

realisasi Rp 106.851.831,. Namun mengalami

Rp. 161.410.000,- dan
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ningkatan tar : _
Pl Bet tetapi target PENenmaan mengalami penurunan vaitu hanya

66,22 %). Penen ingg
( ) maan tertinggi bersumber dari Pajak Penerangan Jalan yaitu

(116,66 %). Sedangkan PEnerimaan terendak bersumber

dari Pajak Minuman
Keras.

Tahun 1997/1998 target pencrimaan Pajak Daerah juga mengalami

kenaikan sebesar Rp. 198.500.000 - dan realisas; penerimaan juga mengalami
peningkatan sebesar Rp. 140.033.278 atau (70,54 %). Hal ini menunjukkan
bahwa pada tahun ini target dan prosentase penerimasn mengalami
peningkatan.

Tahun 1998/1999 mulai diberlakukan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 yang menyebabkan pemangkasan beberapa jenis penerimaan
Pajak Daerah dan menyebabkan hilangnya beberapa jenis penerimaan. Namun
pada tahun ini target penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan yaitu

Rp. 1.176.000.000,- sedangkan realisasi penerimaan mengalami peniurunan

yaitu Rp. 164.852.562,- atau (14,01 %). Sumber penerimaan tertinggi berasal

dan Pajak Penerangan Jalan (81,44 %) dan penerimaan terendah bersumber

dari Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Tambang Galian Golongan “C” yang

hanya mencapai (7,14 %a). "
' . Daerah mengalami

Pada tahun 1999/2000 target penerimaan Pajak
{.204,5000,- dan realisasi
yaitu Rp. 763 648.769,- atau (63,31 %).

penerimaan juga mengalami
peningkatan Rp.

pemingkatan ini bersumber dari Pajak Reklame yang

Penerimaan tertinggi pada tahun



mencapai (129,14 9;) Sedangkan Penerimaan te h be e :
tendah bersum affﬂ ks
Hotel dan Restoran Yang han : \w '}fﬂhﬁv
Y& mencapai (2674 %), k FRLLa

s T
Pada tah -
un 2000/2001 larget penerimaan Pajak Daerah mengn.i';;l-i

penurunan. Hal ini disebabkkan karena berubahnya tahun anggaran dimana

pada tahun sebelumnya berlaky 0] April dan berakhir 31 Maret dan berubah
menjadi 01 Januari dan berakhir 31 Desember. Tentunya hal ini
mempengaruhi target dan realisasi penerimaan mengingat kurung wakiu
pengelolan PAD semakin pendek. Pada tshun ini target penerimaan Pajak
Daerah Rp. 1.181.500.000,- dan realisasi penerimaan Rp. 757.192.286.- atau
(67,47 %). Penerimaan tertinggi bersumber dari Pajak Penerangan Jalan yang
mencapail67,91 %. Sedangkan penerimaan terendah bersumber dari Pajak
Hotel dan Restoran yang hanya mencapai (32,34 %). Walaupun waktu yang
sangat singkat yaitu hanya delapan bulan dalam mengelolah PAD, tetapi

marmpu meningkatkan presentase pencrimaan dari tahun sebelumnya,

. Retribusi Daernt_l

Retribusi Daerah adalah juga merupakan
dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan

satn sumber penerimaan

Pendapatan Asli Daerah
Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah. |
. -

Kontribusi Retribusi Daerab terhadap Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
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hel 19 : Target dan Realisac; .
Ta dari Retribusi Daiﬁhgng&ﬂifﬁawﬁn Asli Daerah yang bersumber
- AMmuju Tahun 1995/1996-2000
No | Tahun Jenis PW Target Realisas,
ST e ®kp) | @
1. | 1995/1996 | Leges T : : &
e 16.830.000- | 11234.000- | 66,74
et ?:li-mu.nm,- 30.408.500,- | 69,11
: 2.500.000,- | 356339226~ | 46,73
Izin Mendidirkan Bangunan | 200.000.000.- | 134.573.58] 50| 6729
Retribusi Terminal 25300000~ | 19.641.000- | 7763
Rumah Sakit & B.Fengobatan | ~ 75.790.000- | 57.135.054.- | 75.39
Pasar 205.700.000,- | 119.912.360,- | 5825
Parkir Kendaraan 2200000~ |  2.000.000,- | 9090
Retribusi Labuang 7.700.000, - 3.056,000,- | 3969
lzin Tempat Usaha/HO 16.500.000,- |  21.324.680,- | 129,24
Retribusi Temnak 14410000~ |  4.636.500-| 32,18
Retribusi Sampah | 6.600000-]  2205750,-| 3342
Kios Penjualan Daging 275.000,- 140.000,- | 50,40
Kios 5857500 |  6.580.500,- | 111,78
L - 6250000~ |  6.600.000- | 1066
Sews Alst Berat 100.000.000,- |  14.452.564,- | 14,45
- Jumlah 1.490.730.000, mn;:::f ]:i;
(00,000,- 18.285.000,- .
1| 1996/1997 | Leges ;Z,mu_mz:- 43148500~ | 71,91
Dispensasi Jalan 846,452,500~ | 380.680.703- | 42,62
Sewa Pangkalan 2500000~ | 1511200 | 20,14
Uang Sewa Tanah zmlﬂﬂ 0000 | 91098490~ | 4554
Izin Mendiirikan Banguaat Eﬂlm-ﬂ,mﬂ,- 33.369.000,- | 55,61
Retribusi Terminal 26277500 | 57328201 | 7515
Rumah Sakit & B Pengobata 100,000,000, | 207.700.285,- 69,23
Pasar 000000 |  6.788.000- | 135,76
I . Parkir Kendaraan ______L——




Jumlsh

| e
1 -1Tﬁ-13'315?5|'
_-—-—'_'_-_-_-_

45
= 3___________________;{_-____
Retribusi Labuang |
. 7.700,000 -

1zin Tempat U o % 3.228.500,- | 42,70
Rkt Tema 000.000- | 24.678.900- | 12222
Retribuc 5 14410000~ | 14.678.500- | 101,36
B _55’“" 7000000 | 5125000-| 7321
Ky e Dastrg 500.000,- 170.000,- | 34,00
Kios B.000.000- |  8251.000- | 103,13
5:“"5. P‘-EI.H'HIEJI Tnm&mﬂ,- ?. 1 34_50&'_ :m,m
Sewa Alat Berat 100.000.000,- |  27.490.000,- | 27,49
Jumlah 1.699.640.000,- | 930.451.779,- | 54,74
1997/1998 | Leges 20.000.000- | 11.831.000-| 59,16
Dispensasi Jalan 60,000,000, 54.137.430- | 90,23
Sewa Pangkalan 800.000.000,- | 387.261245,- |  484]
Uang Sewa Tanah 7.500.000,- - -
Izin Mendiirikan Bangunan 250.000.000,- | 152.106.137- | 60,84
Retribusi Terminal 37.250.000,- | 43.538.700,- | 116,88
Rumah Sakit & B Pengobatan 90.041.375 | $6.305532,55 | 95,85
. -1 70,99

5 300.282.200,- | 219.566.926,- | 70,
Parkir Kendaraan &.500,000,- 9.850.000,- | 115,59
B 7700.000,- |  5.947.000,-| 77.23
Tzin Tempat Usaha/HO 36.000.000,- 12.150.600,- | 33,75
R 19.500.000,- |  28.954.400,- | 14848
e 10000000~ | 9610000~ | 9610
Retribusi Sampah . 360,000, 180.000.- | 50,00
Rim A 10.000.000- | 12774250 | 127,74
Kios 10,000,000, 6.786.500,- | 67,86
Sewa Pelataran 100.000.000;- 6.502.435-| 6,50
Sewa AlatBeral 1.047.502.155,55 | 58,77
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e —-_._______-_-_.
! 2 3 PR
7199871999 | Ret. Falammh—-—w 5 5
| Ret. Pelayanan Persampahan 21'3m~ = | 7788675185 | 7739
Parkir di Tepi J P00~ | 11914500 | 54,16
Pt ﬂlﬂn Ul'Hl.lm 12 000 000
Retribusi Sty 9.133.000,- | 76,10
— 309.28
ek <E2L200- | 46332350 | 14,98
i ayaan Daerah lﬂ!}.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂ'ﬂ,- 15.800.000, - 15,08
aran
Rt Targiinss 10.000.000,- B.442.000- | 84,42
A ETIMINn 45.0’9&.01)0,- E“#E_ﬂﬂﬂl— 5475
U:mg Sewsa Tﬂﬂﬂhl'BﬂIlg]mﬁn iﬂ.m_mn,_ 4 )
Izin Mendirikan Bangunan 225.000.000,- |  70.060.050,- | 31,14
Sywa Kice 20.000.000,- | 21,137.500,- | 105,69
Jumlah 848.282.200,- | 285.343.851,85 | 33,64
5 | 199972000 | Ret. Pelayanan Kesehatan 115.000.000,- | 103.101 43699 | 8965
Ret.Pelayanan Persampahan 22.000.000,- B.876.940,- | 4034
Penggantian KTP &Capil 7.500.000,- . i
Parkir di Tepi Jalan Uimuom 15.00:0.000,- 11.125000- | 74,16
Retnibusi Pasar 120,000,000~ [ 104.096.850,- [ 86,74
Pemakaian Kekayaan Dacrah 80.000,000,- 35.448.000- | 44,31
Sewa Pelataran 12.000.000- |  9.933.000- | 8228
E 000, | 100,26
—— e 5'”3; ﬂﬂﬂ: 41'EIE
= 2,050,004 - i
Rumah Potong Hewan 5.000.000,
.ﬂmrﬂm!' = =
Uang Sewa Tanah/Bangunan : — —_—
E: g 995 ,000.000,- | 171.398.3/3,- :
Izin Mendirikan Bangunan i b
P HO 30,000.000,- | 40.000.000,-
I::l:l i 7 500,000, £274.000,- | 110,32
— | Izt Lray® — m[ﬂﬂ.[ﬂ]ﬂr 547.155.601,99 78.72
— > TW 000,- | 74.869.619,25 | 93,58
6 2000 | Ret, Pelayanan Keseh 14000000, | 14551000~ | 103,93
Ret Pelayanan Persampebel 7.500.000- - -
Penggantian KTP &Capil 1500000~ | 7390000, | 101,20
Parkir di Tepi Jalan Umu® ’EEHE,U 77.847.700,- | 103,37
ibusi Pasar
el e )

——
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i— _-_-_-_-_'—l—|_-_-_
Ak ; B
200, "
Pemakaian Kekayaan Dagya) 27,500 " 50l e
Sciva Plianras ?-ﬂm-mﬂ,- 30.717.500,- | 111,70
000.000 - !
Ret. Terminal 40.0 ool
- D00.000,- | 42.135,500- | 105,33
umah Potong Hewan 7.500.000
.500.000,- 7.025.000,- | 90,00
Uang Sewa Tanah/Bangunan 1.000.000 -
1zin Mendirikan Bangunan 100.000.000,- | 100.377.175.- | 100,37 |
1 : | : : L
lzin ~ Tempat  Penjualan 1.500.000,- 1.440.000,- | 96,00
Minuman Keras
Ret. [zin Gangguan (HO) 37.500.000,- 42.775.000,- | 114,06
Retribusi Izin Trayek 10.000.000,- |  10.221,000- | 102,21
Jumlah 416.000.000.- | 416.904.494,25 | 100,21

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2001
Dari tabel 19 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pendapatan Asli

Daerah yang bersumber dari penenmaan Retnbusi Daerah pada tahun 1995/1996

e WL

1490.730.000,- dan realisasi Rp.

=5

farget penerimaan berjumiah Rp.
790.239.715.50.- atau (53,01 %). Penerimaan tertinggi bersumber dari Retribusu
(129,24 %). Sedangkan penerimaan terendah
(14,45 %).

Daerah mengalami

Izin Tempat Usaha yang mencapai
bersumber dari Sewa Alat Berat yang hanya mencapal
penerimaan Retribusi
dan realisasi penerimaan juga
gaitu Rp. 930451779, atau

Tahun 1996/1997 target

Peningkatan sebesar Rp. 1.699.640.000,-

_ . - sehelumnya

mengalami peningkatan darn tahun : '
- . Retribusi Parkir Kendaraan yaitu

(54,74 %). Penerimaan tertingg! — dari Retribusi Uang

, bersumber

(13576 9%). Sedangkan penenms s

Sewa Tanah yang hanya mencapai (20:1 s
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1997/ 1
Tahun 1998 target. penerimaan Regribys; Daerah juga mengalami

Fﬁningkﬂtﬂn Sﬂfbesat Rp. 1.??5133.5?5.“ d.EIL Iﬂﬁlis&si mm“m lamai
menga 1

peningkatan sebesar Rp. 1.047.502.155,55 atay (58,77 %). Hal ini menunjukkan

bahwa pada tahun ini target dan realisasi penerimaan mengalami peningkatan dan 1
|

tahun sebelumnya. Penerimaan tertinggi bersumber dari Retribusi Temak yaitu
(148,48 %), dan penerimaan terendah bersumber dari Retribusi Uang Sewa
Tanah. .

PadaTahun 1998/1999 mulai diberlakuken Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 yang menyebabkan pemangkasan beberapa jemis penerimaan
Retribusi Daerah dan menyebabkan hilangnya beberapa jenis penerimaan.
Sehingga pada tahun ini target penerimaan Pajak Daerah mengalami Penurunan

yaitu Rp. 848.282.2000,- sedangkan realisasi penerimaan mengalami hal yang
(33,64 %) Sumber

T OTERAT . WL

serupa  yaitu hanya mencapai Rp. 785.343.851,85 atau
penerimaan tertinggi berasal dari Retribusi Sewa Kios sebesar (105,69 %) dan

i ibusi Tanah/B n
penerimaan terendah bersumber dan Retribusi Uang Sewa Tanah/Banguna

(0,0 %). | N
Tah 1999/2000 target penerimaan Retribusi Daecrah mengalami
un

Rp. £95.000.000,-
umnya sebesar RP. 547.155.

Penurunan  yaitu hany® 601,99,- atau

mengalami peningkatan dart tehun sebe

(78,72 94). Penerimaan & a9.00 %). Sedangkan Penerimaan
Penjualan Minuman Keras Y20& mencapei (197
jualan Min

0,00 %6). ,
gmng.ml: , :
terendah bersumber dari [Zin Gangguan/HO Y% i
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Pada tahun 2000/200] larget penerimaan Retribusi Daerap, mengalami
penurunan. Hal ini disebabkkan karens berubahnya tahyn anggaran di pada
mana

tahun sebelumnya berlaku 01 April dan berakhiy 31 Maret dan berubsh meniadi
menjadi

01 Januan dan berakhir 31 Desember. Tentunya hal inj mempengaruhi target dan

realisasi penerimaan mengingat kurung wakty pengelolan PAD semakin pendek.,
Pada tahun ini target penerimaan Retribusi Daerah Rp. 416.000.000,- dan
realisasi penerimaan Rp. 416.904.494,25 - atay (100,21 %). Penerimaan tertinggi
bersumber dan Retnbusi [zin Gangguan/HO yang mmﬁmi (114,06 %).
Sedangkan penenimaan terendah bersumber Retnbusi Penggantian KTP, Retribusi
Uang Sewa Tanah/Bangunan, dan Retribusi Penjulan Minuman Keras yaitu (0,0
%). Walaupun waktu yang sangat singkat yaitu hanya delapan bulan dalam

mengelolah PAD, tetapi mampu meningkatkan preseniase penerimaan dari tahun

- L e
=k

sebelumnya bahkan mampu melampau target penerimaan .

[ ¥

Penerimaan Lain-Lain
dan Retribusi Daerah, maka sumber

Selain dari pada Pajak Daerah

. : la
penerimaan Pendapatan Asli Daerah dar sektor
penerimaan Laba BUMD, Penenm

Yang sah. 3
bt k ontribusi dar sektor i
pada tabel berikut”

Untuk dapat menge
Pendapatan Asli Daerah dapat dilibat



g \

90

Tabel 20 : Target dan Realisgs; Peneri
il maan Pe :
bersumber dag Pajak dan R l:’[n'humrrd‘ér;mn MlltDaf:mh vang bukan
Tahun 1995/1996 - 200 fah di Kabupaten Mamuju

e e
No | Tahun Jenis Penerimaan Target Realisas =
s 3 (Rp) (Rp)
p 4
.| 199511996 | LABA BUMD d 6
Bank Pembangunan Daerah 16.500.000,- 4 )
FD
AM 3.000.000,- 2.491.600,- | 49,83
Perusahaan Daerah 11.000.000- |  3.083.000-| 2803
Jumlah 32.500.000,- 5.574.600,- | 17,15
PENERIMAAN DINAS-
DINAS
Dinas Pertanian 5.500.000,- | 450.000,- | 18,19
Dinas Perikanan 5.500.000,« 5.80:0.125,- 105,
Jumiah 11.000.000- |  6.250.125- | 5592
PENERIMAAN LAIN-LAIN E
Jasa Medik 880,000, 703.284,- | 79,91 P
; -| 3645 ‘4
Cicilan Perumahan 9600000, 3.500,000,- | 36, ;
Jasa Giro 11.000.000,- 51.132.425- | 397,14 (T
Deviden atas Saham Pemda : R ;
Penerimaan Sisa UUDP Tahun | 3404928563 207,368 108,56 | 609,02
. -
O
000, 2
Hasil Penjualan Bibit Tanaman ":E B : ;
Penerimaan KTF e .‘ = -
e Smh“w%w 315.778.862,54 | 244,54
Jumliah _.1-12:1-—'_'_'_'_
~—1 _._____.—-—-—'_'-
2 | 199611997 | LABA BUMD 5 16500000, - ¢
Bank Pembangunan Da 5000000 | 4500000 | 9000
PDAM 11,000.000,- : —
.—-—'_'_'_._'_._-_
Perusahaan Daerah 1 Gop.000, | 45000051 |
_-—._'_'_._-_._._._
b gumish
‘_'_-—-_
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[ 2 =
i ;ﬂ?ﬁm‘“” DINAS. "'—'—-—4-—-—-_._._ 3 6
Dinas Pertanian “R— :
Dinas Perikanan Iﬂ,ﬂ-ﬂﬂ_mn.:h 3-:‘:::%,- 71,63
Jumlah _'_'_""—l's—jm Dﬂﬂ: e
PENERIMAAN LAIN-LAIN | T | 7810750 | 5103
.Tuls.er. Medik 1.000.000,- 1248365~ | 124,83
Cicilan Perumahan 9.500.000,- 6.533.720- | 6878
a0 25.000.000,- | 30.740.967.- | 122,96
Deviden atas Saham Pemda 16.500.000,- | 94.425.213,05 | 572,27
Emimm Sisa UUDP Tahun | 133,199.500,- | 170.572.184,96 | 128,05
Dni::um Tender 25.000.000,- | 23.040.000- | 92,16
Hasil Penjualan Bibit Tanaman - . .
Penerimaan KTP 6.600.000,- 2 i
Sumbangan Pihak Ketiga 50.000.000,- 100.000,- 0,20
Jumlah 266.799.500,- | 326.660.450,01 | 122,43
1997/1998 | LABA BUMD
Bank Pembangunan Daerah 50.000.000,- z »
PDAM : ) )
Perusahaan Daerah 11.000.000,- - MH;
Jomish 66.000.000,- - ’
PEWM o 4,000.000,- 750,000,- | 18,75
Liuaaz Frrtausi 15000000~ |  13060.000- | 87,07
Dinas Perikanall | — o000 | 13810000~ | 72,68
Jumlah
PENBRIMAANLAIVLAIN |0 .| 1men-| 7905
Jasa Memdik 5.600.000,- 5.120000,- | 9143
Cicilan Perumahan §5.500,000- | 12958567 .33
Jasa Giro _-______________._._._.——-—'—'—"'_
SO
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H-.]_H : _-_-_‘T_‘_-_‘_-_-_-_‘_‘_h_‘_-_‘_‘_'_'_‘_‘ﬂ-—-—-—._______
Penerimaan Sisa {7 -
Lalu P Tahyn 80.676.151,24 | 143 - ?
Dokumen Tender 3 80032334 | 17832
: , 5.000.000 -
Hasil Penjualan Bibit Ty i o 000, 26.080.000,- | 74 51
Penerimaan KTp 190.000,- 1.500.000.- |  10,7]
R 6.600.000 -
Sumbangan Pihak Ketiga : -
N Jumlah i : i o
249,626,151
7 [1998/1999 | LABA BUMD | 3334983134 | 99,47
Bank Pembangunan Dagrah 134.780 400 -
PhaM 11.000,000,- : ]
Perusahaan Daerah 11.000.000.- |
Jurnlsh 156.780.400,- = -
POS LAIN-LAIN
PENDAPATAN
Jasa Giro 59,500,000~ 8448 870 - 14,20
Dinas Pertanian 12.500.000,- 3.800.000- | 30,04
Diinas Perkanan 20,000.000,- 0,00.000,- 4,05
Dinas Perkebunan 14.000.000,- s -
Jasa Medik HI_EH}IU'.[]EHJ,- 3.095.176,- | 103,17
Cicilan Pe |:1ahﬂn !4.ﬂm.mﬂp‘ 4.0‘&“.“”; 2315'?
Deviden atas Saham Pemda 3 = 3
.- 178,487.754,- | 108,21
Penerimaan Sisa UUDP Tabun 165.000.000, ,
Lalu
51'].“:'”.' Slﬂ.ﬂﬂﬂ.v lﬂﬂ,ﬂﬂ
Dokumen Tender
Hasil Penjualan Bibit Te08% | ) o | s.00000, | 818
Penerimaan KTF 100,000.000; 129.900,649,- | 129,90
- EMWW e
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2= =
4 -_-_‘—I_
= Lain-Lain Penerimare ———— | 3 6
Sah Enerimaan yang i
Pﬂ_lﬂk Pﬂmng Hew
e 249.1:'%,- 249.000
Pendaftaran Perusahaan 18.7 el e
Uang Leges 7000~ | 18.799.000 | 100,00
1.163.000,- | 1.163.000
Dispensasi Jalan P e
422.000,- 4.422.000- | 100.00
e B31.000- | 6.831.000- | 100,00
Tempat
A% el Lt 2.584.500- | 2.584.500- | 100,00
Izin Tempat Usaha 1.850.000,- 7.850.000,- | 100,00
Pembinan & Pengemb. Temak 298.000.- 298.000,- | 100,00
Kios Penjualan Daging 50,000, 50.000,- | 100,00
Jumlah 437436.500,- | 376.788.899- | 8843
1999/2000 | LABA BUMD
Bank Pembangunan Daerah 250.000.000,- | 238.338,533,92 | 9533
Perusahaan Diaerah 11.000.000,- . i
Jumlah 261.000.000,- | 23833853392 | 91,31
POS PENDAPATAN
-LAIN
]L[magi]: Pll;::uﬂlﬂﬂ Barang Milik £2.440.000,- 82.440.000,- ( 100,00
Daerah
-| 34.592.8826,-| 58,14
Jnes g i 99.154.154,- | 61,01
Sumbangan Pihak Ketiga il I d
. 211?‘9_5{]1],. 5.2312 Iﬂ,- g.ﬂﬂ
Cicilan Kendaraan 00 19,77
N . 31.166.000,- | 6160000~ 1%
Eaciian Rt pts 160,000.000,- | 250190234~ | 156,37
Penerimaan  Sisa UUDP '
Tahun Lalu 240,245.000,- 930.805.462,19 | 96,13
- a Mm x
= ____._._-—-—'_'
Lain Lumﬂa_ri___________ 57831100, 208.579,886,19 | 93,31
Jumlah ‘_____._.—-—-—-L'_
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L2 T S
= 2000 |LABABUMD  ———— | 2 6
s F"mb::i“:‘ Daerah iz:.mn.um,- 264571248, | 8819
000.000,- | 26457124898 | 319
POS PENDAPATAN :
LAIN-LAIN
E:sﬂ;ﬁﬁn]ualan Barang Milik 1.000.000, - =
Jasa Giro 60.000.000,- |  71.019.740- | 118,36
Sumbangan Pihak Ketiga T00.000.000,- | 459.586.823- | 6565
Cicilan Kendaraan Dinas 20.570.550,- | 11.939.860- | 5804
Cicilan Rumah Dinas 10.000.000,- 8.240.000,- [ 82,40
Lain-Lain Pendapatan 360.000.000,- | 517.679.262,92 | 143,79
Jumlah 1.151.570,550,- | 1.068.465.685,92 | 92,78

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2001

Dari tabel 20 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pendapatan

Asli Daerah yang bersumber dari penerimaan Laba Badan Usaha Milik

Daerah, Penerimaan Dinas-Dinas, dan penerimaan Lai

1995/1996 target penerimaan berjumiah Rp. 172.629.285,63,- dan realisasi

Rp. 327.603,587,54,- atau (189,77 %).

i nerimasn
Penerimaan Lain-lain yang mencapai (24434 %). Sedangkan pe

terendah bersumber dari Laba BUMD yang

penerimaan mengalami

314.799.500,~ dan realisasi peneri®

9.071.200,01,- atal a

sebel itu Rp. 33
belumnya yaitu Rp. - (12243 %) Sedangkan

bersumber dari Penerimsan LT

Tahun 1996/1997 targel

hanya mencapai (14,45 %).

n-lain. pada tahun

Penerimaan tertinggi bersumber dan

kenaikan scbesar Rp.

(7.71 %). Penerimaan tertinggl

r-"'
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penerimaan terendah bersumber dari ' '
| dari penerimaan Dinas-Dinas yang hanya
mencapai (51,03 %),

Tahun 1997/1998 target PENEnmaan jugs mengalami kenaikan sehesar

Rp. 334.626.151,24 - dan realisasi penerimaan mengalami penurunan yait
u
Rp. 237.159.831,38 atau (7087 ). Penerimaan tertinggi bersumber dari

penerimaan Lain-lain yaitu (8947 %), dan penerimaan terendah bersumber

dari Laba BUMD (0,00 %).

PadaTahun 1998/1999 mulai diberlakukan Undang-Undang Momor 18
Tahun 1997 yang menyebabkan pemangkasan beberapa jenis penerimaan
Daerah dan menyebabkan hilangnya beberapa jenis penerimaan. Namun pada
tahun ini target penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 594.216.900,-
sedangkan realisasi penerimaan mengalami penurunan yang hanya mencapai

Rp. 376.788.899 - atau (63,41 %). Sumber pencrimaan tertinggi berasal dari

Pos Lain-Lain Pendapatan yaitu sehesar (88,43 %) dan penerimaan terendah

bersumber dari Laba BUMD yaitu (0,00 %).

1 lami kenaikan scbesar Rp. |
Tahun 1999/2000 target penerimaan mengd |

penerimaan Jug mengalami peningkatan yaitu

1.018.831.100,- dan realisasi | i
penerimaan tertinggi pada tafiun i

Rp. 946.918.920,11,- atau (92,94 %). |
yang mencapal (93,31 %a). .

1 rlﬂjn
i Pendapatan lain
bersumber dari Pos .

dan
bersumber
Sedangkan Penerimaan terendah

(0,00 %),
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Pada tahun 2000/2007 tarpet Penerimaan menaglar:
galamy

kenaikan menjadi
Rp. 1.451.570.552 - sedangkan reglisas;

Penenmaan mengalami penurunan
dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai (9] §3 ). Hal ini disebabkkan

karena berubahnya tahun anggaran dimana pada tahyn sebelumnya berlaku 01

April dan berakhir 31 Maret dan berubah menjadi 01 Januari dan berakhir 31

Desember. Tentunya hal ini mempengaruhi target dan realisasi penerimaan

mengingat kurung waktu pengelolan PAD semakin pendek.. Penerimaan
tertinggi bersumber dari penerimaan Pos Pendapatan Lain-lain (92,78 %).
Sedangkan penerimaan terendah bersumber dari Laba BUMD yang hanya

mencapai (88,19 %).

Target dan Realiasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama Lima
Tahun Terakhir

Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar dalam pelaksanaan

1 erintahan
otonormi daerah guna mendukung kegiatan penyelenggaraan pem

dan pembangunan di Daerah. Untuk itu Dacrah dituntut agar dapat menggali

rah  dalam rangka
seluruh  potensi sumber-sumber pendapaat Dac
1i Daerah.
meningkatkan Penerimaan Pendapatan AS —— .
. onerimaan Pe Daerah
Untuk dapat mengetahui realisast penetmun .
jap tahun anggaran
K .. dari target yang ditetspie? PAERE?
abupten Mamuju

. abel berikut int
selama lima tahun terakhir dapat padé .
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Tabel 21: Target dan Realisasi Peneri

T

Tahun 1996 — 2000 g Kabupaten Marnuju

] _-_-_-_-_-’_-_-_-_-_-—-_-_-___
No | Tahun Target Realisac:
il 58]
1. | 1996/1997 | Rp. 2.150,749 500 - | Rp. 147499021061 S
2. | 1997/1998 | Rp. 2.311.259.726 24 - Rp. 1.343_05[]1E]I93:51r- :E:ﬁ
3 [ 19981999 | Rp.2.611.119.100- | Rp 1750550 ?aahs?.- ﬁ?‘ﬂﬁ
4 | 1999/2000 | Rp. 2918331100~ | Rp. 2258722791 10.. ??’32
5. | 200072001 | Rp. 3.049.070.550,- | Rp. 2.507.135.715.15.. 31:22

Sumber : Olahan Data Sekunder 200]
Dan tabel 21 menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada
setiap tahun anpggaran sangatlah berpariasi. Pada tahun 1996/1997 tarpet

penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.150.749.500,- atau najk 22,63 %

dari tahun sebelumnya dan realiasi penerimaan hanya mencapai Rp.
1.474.990.210,01 atau (68,58 %). Tahun 1997/1998 target penenmaan Pendapatan

Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.31 1.259.726,24.- atau naik 7,46 % v

dan realiasi penerimaan juga mengalami  peningkatan  scbesar Rp.

Imaan
1.843.060.093,51 - atau (79,74 %). Pada tahun 1998/1999 target penenm

kenaikan sehesar Rp. 2.611. 119.100,- atau naik |

Pendapatan Asli Daerah mengalami |
yang hanya mencapal

- i “mn
12,97 %, namun realisasi penermaan menig s ¢ bkan oleh
:maan ini diseba &
(67,04 %). Pequrunan P |

Rp. 1.750.550,783,57 atau
g Tehm 1997 yang menyehabian

berlakunya Undang-Undang Nomor

; — : Daerah.
dihapuskannya beberapa jenis penenmaar

Pada tahun 1999/2000 target
1Dﬂr" atal I:I.ﬂ-i

Penerimasn Pendapatan Asli  Daerah |

Meningkat menjadi Rp. 2.918.33



atau (77,32 %). Untuk tahun 2000
larget penerimagp Pe
ndapatan Asli Daerah

mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.049.070 350, atau naik 4,48 % da
n realiasi
penerimaan juga mengalami peningkatan dar; tahun sebelumnya sehesar R
¥a sebesar Rp.
2.507.135.713,13,- atau (82,22 %),

Persentase penerimaan tertinggi yaitu pada tahun 2000 yang mampu

mencapai 82,22 %. Sedangkan penerimaan terendah yaitu pada tahun 1998/1999
Hal disebabkan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 yang

menyebabkan berkurangnya jenis penerimaan Daersh kareman banyak yang

dipangkas.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Selama lima tahun terakhir juga terlihat
hahwa realisasi penerimaan belum pernah mencapai seratus persen dari farget yang
ditetapkan. Kondisi ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan

pembangunan di Kabupaten Mamuju terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah,

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peaulis terhadap para informan

memberikan keterangan bahwa pﬁmgﬂ;lﬂ-}ﬂ" Pendapatan Asli Daerah mengalami

T untuk penca jan target.
permasalahan yang sekaligus menjadi hambatan ™
pﬂﬂﬂﬂlﬂhﬂn sumbper-
Adapun masalah-maslah yang
adalah : (1) Kurangoya ke

ikan
" unfuk menyelesa
selaby wai : wajib Retribusi _
wajib Pajak dan waj (3) Kerjasama antara

sumber pendapatan Daerah

Terbatasnya sarana pendukung untuk e

li
| sapatan AS
instansi terkait dalam pengelolaan Pencer

oy



yang tidak

menyelesaikan kewajibannya sebagai wajib pajak, dan (6) Kurangnya pemahaman

aparat secara mendalam akan tugas dan fungsinya sesyaj job yang diberikan
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BAB v
KESIMPULAN DAN SARAN

Keseluruhan uraian penulis akan Menguraikan simpulan sebagai rangk
umar

dari beberapa bab pada uraian terdahuly, serty penulis akan kemukakan beberapa saran #

yang merupakan sumbangan pikiran yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif
terhadap beberapa permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Mamuju,
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dari variabel-variabel dalam penelitian ini, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
l. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan aparatur dalam menunjang o
pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah masih dalam kategoni rendah.

Hal ini disehabkan karena tingkat pendidikan formal dan pelatihan 4

penjenjangan masih tergolong minim, sehingga pada kondisi terscbut sangat

tan asli daerah.
mempengaruhi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapa
li Daerah belum sepenuhnya dapat

- ual Pendapatan Dacrah
dilaksanakan dengan mengacu kepada sistem Man g
abkan oleh karena kondisi ECOETE abupa |

adaran mﬂg}lﬂ;ﬂkﬂt untuk langsung

2. Prosedur Pengelolaan Pendapatan As

(Mapatda). Hal ini disbeb

; kes
mamuju yang sangat luas dan tingkat

memenuhi kewajibannya sangat rendal.
belum _
3. Pelaksanaan Peraturan Daerah N . o i D

nera
Hal inj dischabkan kurangny2 P°
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pajalretribusi - yang tidak memenyp kewajibannyg e,
_ Ngea terkesan tidak
punya pengaruh bagi masyarakat Yng tidak memeny -y : |
Jibannya. Padahal

dalam setiap Peraturan Daerah yang ada i
$udah jelas sanksi bag;
mereka yang

tidak ersebut. Selain dap pada itu jugs disebabkan masih 1

adanya aparat yang kurang memaharmi Peraturan Dgerah |

Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dipandang perlu untuk memberikan beberpa .

hal sebagail saran
1. Melalui penelitian ini disarankan kepada Pemerintah Dacreh di lingkungan
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Daerah/Retribusi Daerah dalam Menunjang pelaksanagn pembangunan di

daerah serta bagaimana akibat hukym yang ditimbulkan bagi mereka yang

tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak/retribysi.
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